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ABSTRAK 

 

ANALISIS YURIDIS DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI ATAS DASAR 

NIKAH SIRI PASCA BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG 

NOMOR 3 TAHUN 2018  

(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 

1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk) 

 

Oleh 

Sultan Alvaro Dwiyanto 

 

Persoalan permohonan poligami atas dasar nikah siri menjadi fenomena yang sering 

terjadi di masyarakat Indonesia. Pernikahan yang dimohonkan disertai dengan poligami 

dapat diartikan sebagai pihak suami sebelumnya sudah menikah secara sah dan tercatat 

dengan pasangan yang lain, sehingga memerlukan status hukum melalui Pengadilan 

Agama berupa penolakan atau pengabulan dalam suatu putusan. Permasalahan penelitian 

ini adalah analisis yuridis pemberian izin poligami atas dasar nikah siri pasca berlakunya 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dan pertimbangan hakim 

mengenai dikabulkannya izin poligami pada Putusan Perkara Nomor: 

1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. 

Poligami juga dapat diartikan perkawinan antara seseorang dengan dua orang atau lebih 

dengan syarat pokok adalah persetujuan istri pertama berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 5 ayat 1 bahwa suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang, namun 

hanya sampai empat orang istri saja.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada peraturan 

perundang-undangan, serta pendekatan empiris disertai studi kepustakaan dalam buku- 

buku, jurnal, dan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Analisis penelitian 

menggunakan deskriptif kualitatif untuk mengkaji persoalan hukum dengan pemaparan 

mengenai fenomena hukum yang terjadi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan izin poligami atas dasar nikah siri antara 

Buku II dan yurisprudensi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Sema Nomor 3 Tahun 2018 

tidaklah mengikat hakim dalam memutus perkara, sebaliknya hanya sebagai pilihan acuan 

pertimbangan disertai fakta-fakta hukum lainnya. Dalam Putusan Perkara Nomor: 

1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. bahwa dikabulkannya izin poligami atas dasar nikah siri 

didasari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikarenakan mendapatkan persetujuan 

istri dan suami dapat berlaku adil. 

Kata Kunci : Nikah Siri, Poligami, Sema 
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ABSTRACT 

 

JURIDICAL ANALYSIS IN GRANTING PERMIT FOR POLYGAMY ON THE 

BASIS OF SIRI MARRIAGE POST THE APPLICATION OF THE SUPREME 

COURT CIRCULAR NUMBER 3 OF 2018 

(Study of the Decision of the Tanjung Karang Religious Court Number: 

1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk) 

 

By 

Sultan Alvaro Dwiyanto 

 

The issue of requests for polygamy on the basis of unregistered marriage is a 

phenomenon that often occurs in Indonesian society. The marriage being applied for 

accompanied by polygamy can be interpreted as the previous husband being legally 

married and registered with another partner, so that it requires legal status through the 

Religious Court in the form of rejection or acceptance in a decision. The problem of this 

research is the juridical analysis of granting polygamy permits on the basis of 

unregistered marriage after the entry into force of the Supreme Court Circular Letter 

Number 3 of 2018, and the judge's considerations regarding the granting of polygamy 

permits in Case Decision Number: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. 

Polygamy can also be interpreted as a marriage between a person and two or more 

people with the basic condition being the consent of the first wife based on Law Number 1 

of 1974 concerning marriage. Furthermore, in the Compilation of Islamic Law Article 5 

paragraph 1 that a husband is allowed to have more than one wife, but only up to four 

wives. 

This research uses a normative juridical approach that refers to laws and regulations, as 

well as an empirical approach accompanied by literature studies in books, journals, and 

others that are relevant to the research topic. The research analysis uses descriptive 

qualitative to examine legal issues with an explanation of the legal phenomena that 

occur. 

The results of the study show that the differences in permission for polygamy on the basis 

of unregistered marriage between Book II and jurisprudence Number 46/PUU-VIII/2010 

and Sema Number 3 of 2018 are not binding on judges in deciding cases, on the contrary 

only as a reference choice for consideration accompanied by other legal facts. In the 

Decision on Case Number: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. that the granting of permission for 

polygamy on the basis of unregistered marriage based on the Constitutional Court 

Decision Number 46/PUU-VIII/2010 was due to obtaining the consent of the wife and 

husband to be fair. 

Keywords: Siri Marriage, Polygamy, Sema 
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MOTO 
 

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak 

akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya 

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 

berbuat zalim.” 

Q.S An-Nisa’ Ayat 3 

 

“Dia yang tidak cukup berani untuk mengambi risiko tidak akan mencapai apa apa 

dalam hidupnya.”  

Muhammad Ali 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar belakang Masalah  

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang didalam hidupnya 

tidak terlepas dari pengaruh manusia lain, manusia tidak hanya mengandalkan 

kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal 

tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan orang 

lain untuk menjalankan kehidupannya. Selain membutuhkan orang lain 

manusia juga membutuhkan pendamping hidup. 

Pendamping hidup dapat diwujudkan melalui proses perkawinan. 

Sebagaimana dijelaskan didalam Undang-Undang No.1974 yang berbunyi 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Tentunya bukan hanya 

untuk mendapatkan pendamping hidup, tetapi pernikahan merupakan suatu 

jalan yang sangat mulia dan merupakan perbuatan yang suci serta salah satu 

peristiwa terpenting dalam kehidupam manusia, baik dalam menjalin rumah 

tangga maupun dalam mendapatkan keturunan. Dengan pelaksanaan 

perkawinan, maka manusia dapat memenuhi esensi dalam perannya sebagai 

makhluk sosial. Selain memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, 

perkawinan merupakan pemenuhan terhadap hak-hak sebagai makhluk 

ciptaan Tuhan.1  

Salah satu wujud dari kebesaran Tuhan yang Maha Esa adalah. Perkawinan 

juga memiliki peran dalam kepentingan manusia secara luas, yang dimana 

perkawinan merupakan cara untuk menjaga kelangsungan jenis melalui 

keturunan yang sah dan bertanggung jawab, yang dimana dengan 

 
1 Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, and Maman Abd Djaliel, Hukum Perdata Islam 

Di Indonesia (Jakarta: Pustaka Setia, 2011), hlm 43. 
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melangsungkangkan perkawinan dapat menciptakan ketenangan jiwa dan 

ketentraman hati, dan menjaga kesucian diri dari perbuatan keji dengan 

melakukan perkawinan yang sesuai dengan aturan undang-undang yang 

berlaku di Indonesia dan Hukum menurut agama masing masing. 

Tujuan dilakukannya perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga Sakinah 

mawaddah warahmah, selain itu perkawinan memiliki tujuan untuk memenuhi 

syarat kodrat kemanusiaan laki laki dan perempuan untuk mewujudkan  

keluarga Bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang hingga memiliki 

keturunan yang sah dalam masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku 

di Indonesoa dam Hukum menurut agama masing-masing. 

Dalam Hukum agama islam disebutkan bahwa seorang suami bisa memiliki 

lebih dari satu istri, hal ini adalah yang disebut dengan poligami. Secara 

etimologis, poligami merupakan kata serapan dari bahasa latin yang disebut 

Polygamia yang berasal dari bahasa Grik (Yunani) dan merupakan bentukan 

dari dua kata yaitu polus dan gomes. Polus berarti banyak dan Gomes berarti 

kawin. Istilah tersebut digunakan untuk menyatakan sistem perkawinan 

dimana seseorang memiliki pasangan hidup lebih dari seorang dalam satu 

waktu. Secara terminology poligami merupakan praktik perkawinan lebih dari 

satu isteri yang dilakukan pada satu waktu bersamaan. Dalam istilah Bahasa 

Indonesia poligami adalah “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki 

atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan”.2 

Dalam syariat islam, Poligami merupakan suatu rukhsah atau kelonggaran 

yang diberikan saat keadaan darurat. Sama halnya dengan rukhsah bagi  

seorang yang sedang melakukan perjalanan (musafir) dan orang sakit yang 

diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadhan karena kondisi tersebut. 

Darurat yang dimaksud adalah hal yang berkaitan dengan tabiat laki-laki dari 

segi kecenderungannya untuk bergaul dari seorang diri. Kecenderungan yang 

ada dalam diri laki-laki itulah seandainya syariat Islam tidak memberikan 

kelonggaran berpoligami dapat menjerumuskan kepada perzinaan, oleh 

 
2 Rosnaaini Hamid and Suhanim Abdullah, Merisik Fakta Poligami (Malang: UUM 

Press, 2019), hlm 28. 
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karena itu poligami diperbolehkan dalam Hukum agama Islam. Dasar hukum 

poligami disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi  

“Dan jika kamu kuatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita 

yatim yang kamu kawini, kawinilah wanita lain yang kamu senangi , dua 

, tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu 

adalah lebih baik bagimu, atau mengawini hamba perempuan yang kamu 

miliki.Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng" 

Poligami di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 tentang perkawinan yang selanjutnya akan disebut sebgai UU tentang 

Perkawinan, didalam undang-undang tersebut mengatur mengenai syarat 

syarat seseorang untuk melakukan poligami namun dimana dalam 

pelaksanaan untuk melakukan poligami dipersulit dengan penetapan syarat 

syarat yang berat sehingga mempersulit masyarakat untuk melakukan 

poligami bukan untuk menghapuskan poligami.3 

Poligami sendiri di Indonesia masih menjadi persoalan yang kontroversi dan 

dianggap sesuatu yang tabu dan sangat tidak pantas untuk dilakukan, banyak 

sekali pro-kontra yang terjadi dikarenakan poligami, dari golongan yang 

kontra akan poligami mengeluarkan pendapat yang merendahkan dan 

menyamakan poligami dengan sesuatu yang negatif. Persepsi mereka, 

poligami itu melanggar hak asasi manusia, poligami merupakan bentuk 

eksploitasi dan hegemoni laki-laki atas perempuan, penindasan, ketidakadilan, 

pengkhianatan dan penghinaan terhadap perempuan, dan perlakuan 

diskriminatif terhadap perempuan.4 

Tudingan lain terkait poligami adalah bentuk pelecehan terhadap harkat dan 

martabat perempuan, karena dipandang sebagai sarana pemuas nafsu belaka. 

Laki-laki yang melakukan poligami berarti telah melakukan tindakan 

kekerasan atau bahkan penindasan terhadap hak-hak perempuan. Sementara 

itu, mereka yang mendukung poligami menjawab bahwa poligami adalah 

bentuk perkawinan yang sah dan telah dilakukan oleh semua bangsa di dunia 

 
3 Zaleha Muhamat, Analisis Poligami Menurut Perspektif Islam (Jakarta Selatan: Utusan 

Publications, 2002), hlm 5. 
4 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2004), hlm 62.  
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selama berabad-abad. 

Poligami sejatinya menaikkan harkat dan martabat perempuan dalam banyak 

hal, menjaga akhlak agar tidak tercemar oleh keburukan dan perbuatan 

maksiat yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat tempat 

prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, 

dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan 

dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu laki-laki hidung belang. 

Poligami menyangkut unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta 

penghormatan terhadap keberadaan dan martabat kaum perempuan. 

Terlepas dari hal-hal yang bertentangan dan mendukung Tindakan Poligami, 

sebagaimana disebutkan bahwa sejatinya poligami memiliki manfaat dan 

keuntungannya sendiri, Indonesia termasuk kedalam negara yang melegalkan 

poligami dengan persyaratan yang begitu ketat, sebagaimana dijelaskan dalam 

pasal 3 ayat (2) UU tentang Perkawinan menjelaskan syarat syarat dalam 

melakukan poligami yang disebutkan bahwa jika seseorang ingin melakukan 

poligami harus berdasarkan persetujuan oleh semua pihak.5  

Sehingga dalam pemberlakuannya di Indonesia Ketika seorang suami ingin 

melakukan poligami terhadap istrinya harus mengikuti prosedur yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, yang dimana dalam 

melakukannya seseorang hendak mengajukan permohonan perizinan poligami 

dilakukan melalui pengadilan agama. Selain itu dalam pasal 4 ayat (2) UU 

tentang Perkawinan mengatur mengenai alasan-alasan yang memperbolehkan 

seorang suami berpoligami yaitu jika istri tidak bisa memenuhi kewajibannya 

sebagai seorang istri, istri mengalami sakit yqang berkepanjangan atau tidak 

bisa disembuhkan mandul, serta istri tidak bisa memberikan keturunan istri. 

Dalam persidangan untuk untuk diberikan atau tidak diberikan izin untuk 

berpoligami, berdasarkan UU tentang Perkawinan pasal 5 ayat (1), yakni  

“Untuk dapat mengajukan permohonan pada pengadilan, sebagaimana 

 
5 H Khoirul Abror and K H A MH, Poligami Dan Relevansinya (Bandar Lampung: UIN 

Raden Intan, 2016), hlm 21. 
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yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang ini Harus 

dipenuhi Syarat-Syarat sebagai berikut : 

a. Adanya Persetujuan dari Istri / Istri. 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak anak mereka 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 

anak anak mereka” 

Aturan yang ditentukan dalam UU tentang Perkawinan tersebut sudah cukup 

baik, namun dirasa dalam melakukan pemberian izin poligami banyak pihak 

pihak yang tidak memenuhi Persyaratan tersebut tetapi tetap memaksa untuk 

melakukan poligami, dan dalam mengimplementasi perizinan poligami 

banyak pihak pihak yang melakukan perizinan yang tidak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, sehingga banyak perkawinan poligami yang 

dilakukan tanpa persetujuan istri sehingga dalam akad nikah suami mengaku 

masih belum menikah, akibatnya istri pertama mengajukan pembatalan 

perkawinan kedua suaminya tersebut ke Pengadilan Agama.6 

Selain itu, dalam perkawinan poligami sering terjadi kasus dimana suami 

tidak dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya (berprilaku adil 

dalam hal ini menyangkut hal-hal lahiriah, seperti pemberian nafkah atau 

waktu bermalam bagi suami).7 sehingga dalam perkawinan poligami terdapat 

pihak-pihak yang diabaikan. Jika suami berpoligami menyebabkan ada pihak 

yang ditelantarkan, maka hal tersebut dapat menjurus pada kekerasan dalam 

rumah tangga. Suami yang melakukan praktik poligami seperti yang 

disebutkan pada kasus-kasus di atas pada kenyataannya banyak yang terhindar 

dari sanksi hukum.8 

Perizinan poligami di pengadilan agama sendiri sering melewati tahapan 

tahapan yang cukup ketat, dikarenakan dalam perizinan poligami sendiri 

sering mendapatkan fakta hukum yang baru yang dapat memberikan 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, seiring 

dengan berkembangnya zaman banyak oknum yang mencari celah celah 

 
6 Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga 

Hikmah Poligami Dalam Al-Qu’an (Jakarta: Deepublish, 2019), hlm 72. 
7 Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tehadap Poligami Di Indonesia,” 

BONOROWO: Jurnal Universitas Tulungagung 1, 2 (2014). 
8 Opcid, hlm 73. 
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hukum agar dikabulkannya perizinan poligami, salah satunya adalah dengan 

dasar kepastian hukum anak yang terlahir dari pernikahan siri, para pihak 

biasanya mendasarkan hal tersebut untuk dijadikan alasan mereka dalam 

melakukan izin poligami. 

Berdasarkan hal hal tersebut Mahkamah agung terus melakukan perubahan 

atau penambahan peraturan mengenai hal tersebut agar hukum dianggap tidak 

mengalami tertinggalnya zaman, salah satu penetapan yang dikeluarkan agar 

mengatasi masalah tersebut adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang dimana 

dijelaskan dalam Poin A Angka 8 kamar Agama yang berbunyi: 

“Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun 

dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat 

diterima. Untuk menjami kepentingan anak dapat diajukan permohonan 

asal-usul anak.” 

Namun dengan dikeluarkan SEMA tersebut yang bertujuan untuk 

menyeragamkan putusan-putusan hakim, masih memiliki kontradiksi dengan 

penetepan penetapan lain yang bersifat tidak mengikat namun hanya sebatas 

menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan. Namun hal 

tersebut dirasa membuat SEMA Nomor 3 tahun 2018 tidak berjalan 

sebagaimana tujuan SEMA tersebut dikeluarkan, Berdasarkan permasalahan 

tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas 

mengenai Analisis Yuridis Dalam Pemberian Izin Poligami Atas Dasar Nikah 

Siri Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 

dengan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 

1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana Penerapan pemberian izin poligami atas dasar nikah siri pasca 

berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018? 

b. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim mengenai dikabulkannya izin 

poligami pada Putusan Perkara Nomor: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan yang telah diuraikan 

tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui analisis yuridis pemberian izin poligami atas dasar nikah siri 

pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 

b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai dikabulkannya izin 

poligami pada Putusan Perkara Nomor: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. Pasca 

Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 20 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah 

sebagai  berikut: 

a. Secara Akademisi dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya 

dalam melakukan permohonan izin poligam, dan mengetahui pemberian izin 

poligami pasca ditetapkannya surat edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 

2018. 

b. Secara Praktis hasil dari kajian penelitian ini adalah bertujuan guna 

memenuhi salah satu syarat projek akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG 

 
 

A. Kekuasaan Kehakiman 

Kekua lsa laln kehalkimaln a lda llalh “kekualsa la ln negalral ya lng merdekal untuk 

menyelenggalralka ln pera ldilaln guna l menega lkkaln hukum da ln kea ldilaln berdalsa lrka ln 

Pa lncalsila l daln Unda lng-Unda lng Da lsa lr Republik Indonesial Ta lhun 1945 demi 

terselenggalra lnyal negalra l hukum Republik Indonesial”. Merupalkaln pengertialn 

kekualsa la ln kehalkimaln ya lng disebutkaln da llalm Pa lsa ll 1 Alya lt (1) Unda lng-undalng 

Republik Indonesial Nomor 48 Ta lhun 2009 tentalng Kekualsa la ln kehalkimaln.9 

Definisi yalng disebutkaln da llalm UU ya lng dimalksud Kekua lsa laln Keha lkimaln 

a ldalla lh “kekualsa la ln negalra l yalng merdeka l untuk menyelenggalra lka ln peraldilaln 

guna l menegalkka ln hukum daln kealdilaln berdalsa lrka ln palncalsila l daln Unda lng-

Unda lng Da lsa lr Negalral Republik Indonesia l Talhun 1945”. Hall yalng dimalskud 

dengaln kekusa lsa la ln negalra l merdekal a ldalla lh kekualsa la ln kehalkimaln ya lng 

mempunyali kekualsa laln ya lng merdekal Bersa lmal-sa lmal denga ln kekualsa laln 

pemerintalh da ln kekualsa la ln kehalkimaln. Denga ln kalta l lalin, bebals da lri calmpur 

talnga ln kekualsa la ln lalin. 

Bebals da llalm pengertialn dialta ls tidalk beralrti kekualsa laln kehalkimaln da lpalt 

dilalksa lna lkaln dengaln sebebals-beba lsnya l talnpa l alda lnyal ra lmbu-ralmbu pengalwa lsa ln, 

oleh sebalb itu didallalm a lspek beralca lral di pengaldilaln dikenall a ldalnya l a lsa ls umum 

untuk berperkalral ya lng ba lik (generall principles of proper justice), daln regulalsi-

regulalsi ya lng bersifalt prosedura ll sertal hukum a lcalra l ya lng membukal 

kemungkinaln dialjukalnnya l upa lyal hukum. Oleh kalren itu dallalm pra lktiknyal, 

penegalka ln prinsip kebebalsa ln da llalm kekua lsa laln keha lkimaln halrus tetalp pa ldal 

jallurnya l, yalkni menurut palnca lsilal, UUD 1945 da ln undalng-unda lng sa lalt ini.10 

 
9 S F Marbun, “Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman,” Jurnal Hukum Ius Quia 

Iustum 6, 9 (1997). 
10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman   
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Kemerdekalaln, kebebalsa ln a ltalu Indpendensi kekualsa la ln kehalkimaln merupalka ln 

sya lra lt mutlalk da ln sa lnga lt mendalsa lr ba lgi sua ltu negalral hukum da ln ta ltalna ln negalra l 

ya lng demokraltis. Alpa lbilal kekualsa la ln kehalkimaln da llalm sua ltu negalra l telalh beralda l 

di balwa lh pengalruh kekualtaln lalin, dalpalt malka l dalpalt dipalstikaln ba lhwa l negalra l 

tersebut tidalk mengikuti prinsip negalral hukum da ln demokralsi. Menurut Ba lgir 

Ma lna ln, alda l beberalpa l substalnsi da llalm kekua lsa laln kehalkimaln yalng merdekal, yalng 

pertalmal kekua lsa laln keha lkimaln ya lng merdekal ialla lh kekualsa la ln dalla lm 

menyelenggalralka ln peraldilaln alta lu fungi yudisiall, yalng da llalm hall ini meliputi 

kekusa laln da llalm memeriksal ma lupun memutus sua ltu perkalral a ltalu sengketal da ln 

kekualsa la ln membualt sua ltu ketetalpaln hukum. Kedua l iallalh kekua lsa ln kehalkimaln 

ya lng merdekal yalng dimalksudka ln untuk memalstikaln altalu menjalmin kebebalsa ln 

ha lkim dalri berbalga li kekhalwa ltiraln a ltalu ralsa l talkut a lkibalt sualtu putusaln a ltalu 

ketetalpa ln hukum. 

Ketigal, kekua lsala ln keha lkimaln ya lng merdekal memiliki tujualn untuk menjalmin 

a ltalu memalstikaln ba lhwa l halkim bertinda lk secalra l objektif, jujur, daln tidalk 

memihalk. Keempalt, kekualsa la ln kehalkima ln yalng merdekal dijallalnka ln semaltal-

malta l melallui upalya l hukum, ba lik upalya l hukum bialsa l ma luoun upa lya l hukum lua lr 

bialsa l oleh daln da llalm lingkungaln kekua lsa laln keha lkimaln sendiri, upalyal hukum 

bialsa l terdiri dalri balnding kalsa lsi da ln verzet sementalra l upalya l hukum lualr bialsa l 

sua ltu putusaln a ltalu ha lsil putusaln tersebut da lpalt mengikalt ora lng lalin altalu pihalk 

ketigal oleh sebalb itu disebut sebalgali lualr bialsa l. Kelimal, kekualsa la ln kehalkimaln 

ya lng merdekal melalra lng segalla l bentuk intervernsi dalri segallal kekua lsa laln dilualr 

kekualsa la ln keha lkimaln. Keenalm da ln ya lng teralkhir sega llal bentuk Tindalka ln 

terhalda lp halkim semaltal-malta l dilalkukaln menurut undalng-unda lng. 

Kemudialn menurut Fralnnken, palka lr hukum dalri Belalnda l menyalta lkaln ba lhwa l 

independensi kekualsa laln kehalkimaln da lpa lt dibedalka ln ke dallalm empalt bentuk, 

ya litu: 

a. Independensi konstitusionall (constitusionele onalfhalnkelijk-kheid), 

b. Independensi fungsionall (zalkleijke of functionele onalfhalnkelijk-kheid), 

c. Independensi personall halkim (persoonlijke of rechtspositionele onalfhalnkelijk-

kheid),  
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d. Independensi pralktis yalng nyalta l (pralktische of feitelijk onalfhalnkelijkheid). 

Independensi konstitusionall (constitusionele onalfhalnkelijk-kheid), alda llalh 

“independensi yalng dihubungkaln denga ln doktrin Trials Politika l dengaln sistem 

pembalgialn kekualsa la ln”,menurut Montesqueiu. Lembalga l kekualsa laln kehalkimaln 

ha lrus ma lndiri dallalm a lrti sta ltus kelembalga lalnnya l ha lrus beba ls da lri ca lmpur talnga ln 

politik. Independensi fungsionall (zalkelijke of functionele onalfhalnkelijkheid), 

berkalitaln denga ln pekerjala ln ya lng dilalkuka ln halkim ketikal menghaldalpi sua ltu 

sengketal da ln ha lrus memberikaln sua ltu putusa ln. Independensi ha lkim beralrti 

ba lhwa l setialp halkim boleh menjalla lnka ln kebebalsalnnya l untuk menalfsirkaln 

unda lng-undalng alpa lbilal undalng-unda lng tida lk memberikaln pengertialn yalng jelals, 

ka lrenal balga limalnalpun ha lkim mempunya li kebebalsa ln untuk meneralpka ln isi 

unda lngundalng pa lda l kalsus a lta lu sengketal ya lng sedalng berjallaln.11 

Ha lkikaltnya l independensi personall halkim (persoonlijke of rechtspositionele 

onalfhalnkelijk-kheid), aldalla lh kebebalsa ln ha lkim secalral individu ketikal berhalda lpaln 

dengaln sua ltu sengketal. Independensi pra lktis yalng nya ltal (constitusionele 

onalfhalnkelijk-kheid) aldalla lh independensi ha lkim untuk tidalk berpihalk (imprsiall). 

Ha lkim halrus mengikuti perkembalngaln pengetalhua ln malsya lra lka lt yalng dalpa lt 

dibalca l alta lu disa lksikaln melallui medial. Ha lkim tidalk boleh dipengalruhi oleh 

beritalberital itu da ln kemudialn mengalmbil begitu sa ljal ka lta l-kaltal da lri medial ta lnpa l 

mempertimbalngka lnnyal. Ha lkim jugal ha lrus malmpu menyalring desalka ln-desa lkaln 

da lri malsya lra lkalt untuk mempertimbalngka ln da ln diuji secalral kritis denga ln 

ketentualn hukum yalng alda l. Halkim halrus mengetalhui salmpa li seberalpa l jaluh dalpa lt 

meneralpkaln normal-norma l sosia ll kedallalm kehidupaln malsya lra lkalt.12 

Pemberialn kebebalsa ln kepalda l kekualsa la ln kehalkimaln dallalm melalksa lnalka ln 

peraldilaln memalng suda lh sehalrusnya l, ka lrenal perbualtaln mengaldili merupalka ln 

perbualta ln yalng mulial untuk memberika ln sualtu putusaln alta lu menyelesalikaln 

sua ltu perkalral terhalda lp sua ltu perkalra l yalng semaltal-ma ltal halrus dida lsa lrka ln palda l 

kebenalra ln, kejujuraln da ln kealdilaln. Ha lrus dijaluhka ln dalri tekalna ln a ltalu pengalruh 

 
11 Romi Librayanto, “Trias Politica: Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia: 

Kekuasaan Presiden: Antara Tak Terbatas Dengan Tidak Tak Terbatas,” 2008. 
12 Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah 

Perubahan UUD 1945,” Jurnal Konstitusi 9, 4 (2016): 661–80. 
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da lri pihalk malna lpun, balik individu, kelompok malsya lralka lt, alpa llalgi pemerintalh 

ya lng bialsa lnya l memiliki jalringa ln yalng kua lt daln lua ls.  

Lebih lalnjut dijelalska ln balhwa l kekualsa la ln sering bersumber palda l wewenalng 

formall (formall a luthority) yalng memberika ln wewenalng a ltalu kekua lsala ln kepalda l 

seseora lng altalu sa llalh sa ltu pihalk dallalm saltu bidalng tertentu. Malkal da lri itu, dalpalt 

dikalta lkaln ba lhwa l kekua lsa laln itu bersumber pa ldal hukum ya litu ketentualn hukum 

ya lng mengaltur pemberialn wewena lng.  

Mengingalt hukum memerlukaln penega lkaln untuk mengaltur ketentualn-

ketentualnnya l, malka l da lpa lt dikaltalka ln ba lhwa l hukum memerlukaln kekua ltaln ba lgi 

pihalk piha lk penegalknya l. Ta lnpal kekua lsa la ln, hukum talk lebih da lri a lturaln sosia ll 

ya lng mengalndung proposisi bela lkal. Kekua lsa laln merupa lkaln fa lktor penting dalla lm 

penegalka ln hukum, talnpal a lda lnya l palksa la ln tidalk mungkin mengikuti daln menala lti 

a lturaln ya lng berlalku. Kekua lsa la ln kehalkima ln merupalka ln sa llalh sa ltu pilalr kekua ltaln 

koersif negalral a ltalu kekua lsa laln negalra l ya lng bersifalt memalksa l, sertal diberikaln 

kewenalnga ln untuk itu oleh konstitusi. Kekualsa la ln kehalkimaln ya lng independen 

da ln alkunta lbel merupalkaln pilalr penting da lri sebualh negalra l hukum yalng 

demokraltis. 

Sistem hukum menurut Undalng Unda lng Da lsa lr 1945 mengalnut teori single 

system of court (sa ltu sistem peraldilaln), ya litu Malhka lmalh Algung da ln ba lda ln 

peraldilaln ya lng lebih rendalh kesemualnya l disebut sebalga li peraldilaln negalra l. 

Na lmun sebelum malupun setelalh kemerdeka laln sa lmpali dengaln talhun 1963 sistem 

hukum Indonesial ma lsih mengalnut teori multy system of court (ba lnyalk sistem 

peraldilaln). Alda l pengaldilaln aldalt, pengaldilaln swa lpralja l, pengaldilaln negeri daln 

pengaldilaln a lgalma l.13 

Menurut sistem ketalta lnegalra laln ya lng dia lnut oleh Undalng Unda lng Da lsa lr 1945 

pa lscal a lmalndemen eral reformalsi menegalska ln ba lhwa l Ma lhka lmalh Algung 

disa lmping sebalga li balda ln peraldilaln nega lra l tertinggi, jugal seba lgali lembalga l tinggi 

negalra l. Seda lngka ln peraldilaln diba lwa lh Ma lhka lmalh Algung menga lnut sistem 

lingkungaln, ya litu : 

 
13 Suparto, Negara Hukum, Demokrasi Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia 

(Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2019), hlm 3. 
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a. Lingkungaln peraldilaln umum. 

b. Lingkungaln peraldilaln a lgalma l. 

c. Lingkungaln peraldilaln militer. 

d. Lingkungaln peraldilaln talta l usa lhal nega lral. 

Pera ldilaln umum aldalla lh “peraldilaln negalral yalng melalksa lna lka ln tugals peraldilaln di 

bidalng pida lna l daln perda ltal seca lral umum”. Seda lngkaln tigal pera ldilaln ya lng lalin 

a ldalla lh peraldilaln khusus denga ln ciri-ciri sebalga li berikut: 

a. Khusus yustia lbelennyal (pencalri kealdilaln/subyek hukumnyal) : 

1. Ora lng Isla lm di Pengaldilaln Algalma l. 

2. Alnggota l militer di Pengaldilaln Militer. 

3. Pega lwa li negeri di PTUN. 

b. Khusus hukum ya lng diberlalkuka ln/ diteralpka ln : 

1. Hukum Isla lm di Pengaldilaln Alga lmal. 

2. Hukum pidalna l militer di Pengaldilaln Militer. 

3. Hukum a ldministralsi nega lral di PTUN. 

Denga ln demikialn, peraldilaln a lgalma l alda llalh “sub sistem peraldilaln negalra l 

Republik Indonesial ya lng khusus melalya lni pencalri kealdilaln yalng beralga lmal 

Isla lm, mengenali perkalral tertentu, yalng dida lsa lrkaln pa ldal hukum Isla lm”. Dengaln 

ka ltal lalin, sistem hukum ketaltalnega lrala ln Negalra l Republik Indonesial 

menempaltka ln peraldilaln a lgalmal sa lma l da ln sederaljalt kedudukalnnya l dengaln 

peraldilaln la lin. 

 

B.  Pengadilan Agama 

1. Pengertian Pengadilan Agama 

Penga ldilaln menurut balha lsa l a ldallalh dewa ln a ltalu maljelis yalng mengaldili perkalra l, 

malhka lmalh, proses mengaldili keputusa ln halkim ketikal mengaldili perkalral 

(ba lngunaln tempalt mengaldili perkalra l). Seda lngkaln penga ldilaln a lga lmal merupalka ln 
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terjemalha ln dalri Godsdienstige Rechtspralalk ya lng beralrti Pengaldilaln Alga lma l. 

Penga ldilaln Alga lmal a ldalla lh “dalya l upa lyal untuk mencalri kealdilaln altalu 

penyelesalialn perselisisihaln hukum yalng dilalkuka ln menurut peraltura ln dallalm 

a lgalma l”. Pengaldilaln a lgalmal a lda llalh sebutaln (titelalteur) resmi balgi sa llalh sa ltu 

dialnta lral empalt lingkungaln pera ldilaln nega lra l alta lu kekualsa la ln kehalkimaln ya lng sa lh 

di Indonesial. Penga ldilaln Alga lma l jugal sa lla lh sa ltu dia lntalral tiga l peraldilaln khusus di 

Indonesial dua l peraldilaln khusus la linnya l a ldalla lh Peraldilaln Militer daln Peraldilaln 

Talta l Usalha l Negalra l. Dikaltalka ln peraldilaln khusus kalrena l Pengaldilaln Algalmal 

mengaldili perkalra l – perka lral tertentu alta lu mengenali golonga ln ra lkyalt tertentu 

ya lng beralga lmal Islalm.14 Da llalm ha ll ini, Pengaldilaln Alga lmal ha lnya l berwenalng 

dibidalng perdaltal tertentu saljal, tidalk dalla lm bidalng pidalna l daln juga l halnya l untuk 

ora lng – oralng beralgalmal Isla lm di Indonesial. Kemudialn jugal dalla lm perkalra l – 

perkalra l perdaltal Isla lm tertentu saljal. Da llalm Undalng – Unda lng Nomor 3 talhun 

2006 tentalng Peraldilaln Alga lmal da llalm Pa lsa ll 1 alya lt (1) yalng berbunyi :  

“ Peraldila ln A lgalmal aldallalh peraldilaln balgi oralng – oralng yalng beralgalmal 

Islalm.” 

Da lpa lt disimpulkaln ba lhwa l Penga ldilaln Alga lmal a ldalla lh sa llalh sa ltu da lri peraldilaln 

negalra l Indonesial ya lng sa lh, ya lng bersifa lt peraldilaln khusus, ya lng berwenalng 

da llalm jenis perkalra l perdalta l Islalm tertentu, halnya l untuk ora lng – oralng ya lng 

beralga lmal Isla lm. Pengaldilaln Alga lmal seba lgali pengaldilaln tingkalt pertalmal ialla lh 

pengaldilaln ya lng bertindalk menerimal, memeriksal, da ln memutus setialp 

permohonaln altalu guga ltaln palda l talhalp pa lling alwa ll daln palling balwa lh. Pengaldilaln 

Alga lmal bertindalk sebalga li peraldilaln seha lri halri menalmpung paldal ta lhalp a lwa ll daln 

memutus altalu mengaldili paldal ta lhalp a lwa ll segallal perka lral ya lng dialjuka ln 

malsya lra lka lt mencalri kea ldilaln. Tida lk boleh mengaljuka ln sua ltu permohonaln a ltalu 

guga ltaln lalngsung ke Penga ldilaln Tinggi Alga lmal.15 Semua l jenis perkalral terlebih 

da lhulu mesti melallui Pengaldilaln Alga lma l da llalm kedudukaln hiera lrki sebalga li 

pengaldilaln tingkalt pertalma l. Terhaldalp semual permohonaln a ltalu guga lt perkalra l 

 
14 Eka Susylawati, Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara 

Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama (Bandung: Duta Media 

Publishing, 2018), hlm 9. 
15 Rahmaullah Rahmatullah, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan 

Sengketa Perkara,” Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 3, no. 1 

(2016). 
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ya lng dialjukaln kepalda lnyal da llalm keduduka ln sebalga li instalnsi pengaldilaln tingkalt 

pertalmal, ha lrus menerimal, memeriksal, da ln memutusnyal, dilalra lng menolalk untuk 

menerimal, memeriksal, da ln memutus perka lral ya lng dia ljukaln kepa lda l nya l denga ln 

da llih alpalpun.16 

2. Dasar Hukum Pengadilan Agama 

Da lsa lr hukum peraldilaln a lgalmal da llalm Unda lng Undalng Da lsa lr 1945 alda llalh dialtur 

oleh Palsa ll 24 yalng palda l alya lt (1) menjelalska ln balhwa l kekualsa la ln kehalkimaln 

merupalka ln kekualsa laln yalng merdekal untuk menyelenggalralka ln peraldilaln gunal 

menegalkkaln hukum da ln kea ldilaln. Da llalm a lya lt (2) dijalba lrkaln ba lhwa l kekua lsa laln 

kehalkimaln dila lkukaln oleh sebua lh Ma lhka lmalh Algung da ln ba lda ln pera ldilaln ya lng 

beralda l dibalwa lhnya l da llalm lingkungaln peraldilaln umum, lingkungaln pera ldilaln 

a lgalma l, lingkungaln peraldilaln militer daln lingkungaln pera ldilaln taltal usa lha l negalra l, 

da ln oleh sebualh Ma lhkalmalh Konstitusi.  

Kemudialn terdalpa lt penegalsa ln ba lhwa l ba lda ln balda ln la lin yalng fungsinya l berkalitaln 

dengaln kekua lsa la ln kehalkimaln dia ltur da lla lm undalng unda lng. Unda lng Unda lng 

Nomor 7 Talhun 1989 tentalng Peraldilaln Algalma l sebalga limalna l diubalh teralkhir 

ka llinyal dengaln Unda lng Unda lng Nomor 50 Ta lhun 2009, ya lng da llalm Pa lsa ll 2 

menegalska ln balhwa l peraldilaln a lgalma l merupa lkaln sa llalh sa ltu pelalksa lnal kekua lsa laln 

kehalkimaln ba lgi ra lkyalt pencalri kealdilaln ya lng beralga lmal Isla lm mengenali perkalral 

perdalta l tertentu yalng dia ltur dallalm undalng unda lng. Selalnjutnyal dalla lm Palsa ll 2 

a lyalt (1) meneralngka ln balhwa l kekualsa la ln kehalkimaln di lingkungaln peraldilaln 

a lgalma l dilalksa lna lka ln oleh pengaldilaln alga lmal daln pengaldilaln tinggi algalma l. 

Alda lpun pengertialn peraldilaln da ln pengaldila ln, menurut Halrtono balhwa l 

a. Pera ldilaln alda llalh tugals a ltalu fungsi menega lkkaln hukum daln kea ldilaln yalng 

dibebalnka ln kepaldal penga ldilaln.  

b. Penga ldilaln a ldalla lh orga lnisalsi a lta lu ba ldaln ya lng menjallalnka ln tugals da ln fungsi 

peraldilaln tersebut. 

Sumber Hukum Alcalra l Pengaldilaln Alga lma l didalsa lri oleh halkim dalla lm memutus 

perkalra l bersumber dalri hukum formil daln hukum malteriil. Sumber hukum formil 
 

16 H Abdul Manan and S SH, Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat 

NKRI (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm 61. 
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a ldalla lh sumber hukum yalng telalh ditetalpka ln oleh negalra l. Menurut Balgir Malna ln 

sumber hukum malteriil alda llalh sumber hukum ya lng menentukaln isi sua ltu 

peraltura ln a ltalu ka lidalh hukum ya lng mengikalt setialp ora lng. Alda lpa lun menurut 

Mukti Alrto yalng menjaldi sumber hukum a lcalra l Peraldilaln a lgalma l alda llalh: 

a. HIR / RBg 

b. Unda lng-Unda lng Nomor 7 Talhun 1989 tentalng Pera ldilaln Alga lmal 

c. Unda lng-Unda lng Nomor 14 Talhun 1970 tentalng Ketentualn-Ketentualn Pokok 

Kekua lsa laln Keha lkimaln 

d. Unda lng-Unda lng Nomor 14 Talhun 1985 tentalng Ma lhka lmalh Algung 

e. Unda lng-Unda lng Nomor 1 Talhun 1974 tentalng Perkalwina ln jo. Peraltura ln 

Pemerintalh Nomor 9 Talhun 1975 tentalng Pela lksa lnala ln Unda lng-Unda lng 

Nomor 1 Talhun 1974 Tentalng Perkalwina ln 

f. Unda lng-Unda lng Nomor 20 Talhun 1947 tentalng Pengaldilaln Pera ldilaln 

Ula lngaln 

g.  Kompilalsi Hukum Isla lm (KHI) 

h. Pera lturaln Ma lhka lmalh Algung Republik Indonesial 

i. Sura lt Edalra ln Ma lhkalmalh Algung Republik Indonesial 

j. Pera lturaln Menteri Alga lmal 

k.  Keputusa ln Menteri Alga lmal 

l. Kitalb-Kita lb Fiqh Islalm da ln Sumber Hukum Tidalk Tertulis Lalinnyal 

m. Yurisprudensi Ma lhka lmalh Algung. 

Berdalsa lrka ln ketentualn Palsa ll 27 Undalng-Unda lng Nomor 14 Talhun 1970 tentalng 

Ketentualn-Ketentualn Pokok Kekua lsa la ln Kehalkimaln. 

“Halkim sebalgali penegalk hukum daln kealdilaln waljib menggalli, 

mengikuti daln memalhalmi nilali-nilali hukum yalng hidup dallalm 

malsyalra lkalt”. 

Lalin hallnya l untuk halkim di Pengaldilaln Alga lmal, dallalm mengisi kekosongaln 

hukum putusaln halrus tetalp bersumber dalri syalria lt Islalm. Tujualnnyal alga lr putusaln 
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ya lng dihalsilkaln mendekalti kealdilaln da ln kebenalra ln yalng diridoi sertal diinginkaln 

oleh palra l pihalk.17 

3. Asas-Asas Peradilan Agama 

Menurut P.Scholten menjelalska ln “alsa ls hukum buka lnlalh sebua lh a lturaln hukum 

(rechtsegel)”. Untuk dalpalt dika ltalka ln seba lgali a lturaln hukum, sebua lh alsa ls hukum 

a ldalla lh terlallu umum, sehinggal ial a ltalu sa lmal seka lli tidalk a ltalu terlallu ba lnyalk 

berbicalral (of niets of veel zeide). Peneralpa ln alsa ls hukum seca lra l lalngsung melallui 

jalla ln subsumsi alta lu pengelompokaln seba lgali altura ln tidalk mungkin , kala lrenal 

untuk itu terlebih dalhulu perlu dibentuk isi yalng konkret.Untuk meneralpka ln 

hukum alcalra l dengaln balik malka l perlu diketalhui alsa ls-a lsa lsnya l. Alsa ls-a lsa ls hukum 

peraldilaln a lgalma l iallalh seba lga li berikut: 

a. Alsa ls Persona llitals Keisla lmaln 

Alsa ls pertalma l yalkni alsa ls Persona llitals KeIslalma ln yalng tunduk daln yalng dalpa lt 

ditundukkaln kepalda l kekualsa la ln lingkunga ln Peraldilaln Alga lma l, halnya l merekal 

ya lng mengalku dirinyal pemeluk algalma l Islalm. Pengalnut alga lmal lalin dilualr Islalm 

a ltalu ya lng non Isla lm, tidalk tunduk da ln dalpa lt dipalksa lka ln tunduk kepaldal 

kekualsa la ln lingkungaln peraldilaln a lgalma l.  

b. Pera ldilaln bebals da lri calmpur talngaln piha lk-pihalk dilualr kekualsa la ln kehalkimaln. 

Kebebalsa ln da lla lm melalksa lna lka ln wewena lng judiciel menurut UU No. 14 ta lhun 

1970 ya lng diubalh menjaldi UU No. 4 ta lhun 2004 tidalk mutlalk sifa ltnyal, ka lrena l 

tugals da lripalda l halkim alda llalh untuk menegalkka ln hukum daln kealdilaln 

berdalsa lrka ln pa lncalsila l dengaln ja llaln mena lfsirkaln hukum da ln menca lri dalsa lr 

hukum sertal alsa ls-a lsa ls ya lng menjaldi lalnda lsa lnnyal, melallui perkalra l-perkalra l yalng 

dihalda lpka ln kepaldalnya l, sehinggal keputusalnnya l mencerminkaln peralsa la ln kealdilaln 

ba lngsa l daln ra lkyalt Indonesial.18 

c. Ha lkim bersifalt Menunggu 

 
17 Rosdalina Rosdalina and Edi Gunawan, “Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian 

Perkara Di Pengadilan Agama,” Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 7, no. 2 

(2017). 
18 Rezza Fazriyansyah, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 

2017). 
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Alsa ls da lripa ldal hukum a lcalral pa lda l umumnya l, termalsuk hukum a lcalra l perdaltal, ia llalh 

ba lhwa l pelalksa lna la lnnyal ya litu bersifalt inisia ltif untuk mengaljuka ln tuntutaln ha lk 

diseralhka ln sepenuhnyal kepalda l yalng berkepentingaln. Ja ldi alpalka lh a lkaln a ldal 

proses a ltalu tidalk, alpa lkalh sua ltu perkalral a lta lu tuntutaln halk itu alka ln dialjukaln alta lu 

tidalk, sepenuhnyal disera lhka ln kepalda l piha lk ya lng berkepentingaln. Ka llalu tidalk 

a ldal tuntutaln ha lk altalu penuntutaln, malka l a lda l halkim. 

d. Ha lkim bersifalt Palsif 

Rua lng lingkup pokok sengketal ditentukaln oleh palral pihalk buka ln oleh halkim. 

Ha ll ini sesua li dengaln ketentualn pa lsa ll 118 a lya lt (1) HIR, pa lsa ll 142 a lya lt (1) R.Bg. 

Ha lkim halnya l membalntu pa lra l pencalri kea ldilaln da ln berusa lhal menga ltalsi sega llal 

ha lmbaltaln da ln rinta lngaln untuk da lpa lt tercalpa linyal pera ldilaln. Seba lliknyal ha lkim 

ha lrus a lktif dallalm memimpin jalla lnnyal pesidalnga ln, membalntu kedual pihalk da llalm 

menemukaln kebenalraln, tetalpi dallalm memeriksal perkalra l perdaltal halkim halrus 

bersifalt tut wuri. Halkim terikalt palda l peristiwa l yalng dia ljukaln oleh palral piha lk. 

e. Sifa ltnyal terbukalnyal persida lngaln 

Sida lng pemeriksalaln dipenga ldilaln pa ldal a lsa lsnya l a ldalla lh terbukal untuk umum, 

ya lng beralrti balhwa l setialp oralng diperbolehkaln haldir daln mendengalrkaln 

pemeriksalaln persidalnga ln. Tujualn da lripalda l alsa ls ini tidalk lalin untuk memberi 

perlindungaln halk-ha lk a lsa lsi malnusia l da lla lm bidalng peraldilaln serta l untuk lebih 

menjalmin obyektifitals peraldilaln dengaln mempertalnggungjalwa lbka ln pemeriksala ln 

ya lng aldil, memihalk sertal putusa ln yalng a ldil kepalda l malsya lra lkalt, seperti 

tercalntum dallalm pa lsa ll 17 da ln 18 UU No. 14 ta lhun 1970 diuba lh da lla lm pa lsa ll 19 

UU No. 4 ta lhun 2004.19 

f. Mendengalr Kedua l Belalh Pihalk 

Dida llalm hukum a lcalra l perdalta l kedual belalh piha lk ha lrus diperlalkuka ln sa lmal, 

ha lkim tidalk boleh memihalk da ln halrus mendengalr kedual belalh piha lk. Balhwa l 

pengaldilaln mengaldili menurut hukum denga ln tidalk membedkala ln ora lng, seperti 

ya lng dimualt dalla lm palsa ll 5 a lyalt (1) UU No. 4 ta lhun 2004, mengalndung a lrti 

 
19 Anton Kurnia Mardiansyah, “Pelaksanaan Asas Peradilam Sedehana, Cepat, Dan Biaya 

Ringan Menurut Undang-Unfang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Dan Fiqih 

Siyasah (Study Pengadilan Agama Kalianda)” (UIN Raden Intan, 2019). 
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ba lhwa l didallalm hukum alcalra l perdaltal ya lng berperkalra l halrus sa lma l-sa lmal 

diperhaltikaln, berhalk a ltals perlalkua ln ya lng sa lmal da ln a ldil sertal malsing-ma lsing 

ha lrus diberi kesempaltaln untuk memberi pendalpa ltnyal, ba lhwa l kedual belalh piha lk 

ha lrus didengalr lebih dikenall dengaln alsa ls “aludi et elteraln palrtem”. 

g. Putusa ln Ha lrus Diserta li Allalsa ln-alla lsa ln 

Semual putusa ln pengaldilaln halrus disertali alla lsa ln-alla lsa ln putusaln yalng dijaldikaln 

da lsa lr untuk megaldili. Hall ini sesuali denga ln palsa ll 25 UU No. 4 ta lhun 2004, 184 

a lyalt 1, 319 HIR, 618 Rbg. Allalsa ln-a llalsa ln altalu alrgumentalsi itu dimalksudka ln 

seba lgali pertalnggungja lwa lbaln halkim terhalda lp malsya lra lka lt, sehinggal mempunyali 

nilali obyektif. Ka lrenal a lda lnyal a lla lsa ln-alla lsa ln itu putusa ln mempunyali wibalwa l 

buka ln kalrena l halkim tertentu yalng menjaltuhka lnnyal. 

h. Beralca lral Dikenalka ln Bialya l 

Untuk berperkalral pa lda l alsa lsnya l dikenalka ln bialya l (palsa ll 4 a lyalt 4,2,5 a lyalt 4 UU 

No. 4 talhun 2004, palsa ll 21 alyalt 4, 182, 183 HIR, 145 alya lt 4, 192-94 Rbg.) Bialya l 

perkalra l ini meliputi bialya l kepalnitera laln da ln bialya l untuk palnggilaln, 

pemberitalhua ln palra l pihalk sertal bialya l ma lterei. Disalmping itu alpa lbilal dimintal 

ba lntualn seora lng pengalcalra l malka l halrus pulal dikelualrka ln bialyal. 

i. Tidalk Ha lrus Mewa lkili 

HIR tida lk mewaljibkaln pa lra l piha lk mewa lkili kepalda l ora lng la lin, sehinggal 

pemeriksalaln persida lnga ln terjaldi secalra l la lngsung terhalda lp pa lra l piha lk ya lng 

lalngsung berkepentingaln. Alka ln tetalpi pa lral pihalk dalpa lt dibalntu altalu diwalkili 

oleh kualsa lnyal ka llalu dikehendalkinyal. Denga ln demikialn halkim tetalp wa ljib 

memeriksal sengketal ya lng dia ljukaln kepa ldalnya l, meskipun palra l piha lk tidalk 

mewalkilkaln kepalda l seoralng kua lsa l. Wewenalng untuk mengaljukaln gugalta ln 

dengaln lisa ln tidalk berlalku ba lgi kualsa l. 

 

j. Alsa ls Sederha lna l, Cepalt daln Bialya l Ringaln 

Ya lng dimalksud sederha lnal alda llalh alca lral ya lng jelals, mudalh dipalhalmi daln tidalk 

berbelit-belit. Malkin sedikit daln sederhalna l formallitalsforma llitals ya lng diwaljibkaln 

a ltalu diperlukaln da llalm beralca lral dimuka l pengaldilaln ma lkin ba lik. Terlallu ba lnyalk 
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formallitals ya lng suka lr dipa lha lmi alta lu pera lturaln-peralturaln tida lk jelals sehinggal 

menimbulkaln timbulnyal berbalgali pena lfsiraln. Kura lng menjalmin aldalnya l 

kepalstia ln hukum daln menyebalbkaln ketega lngaln a ltalu ketalkutaln untuk beralcalra l di 

mukal penga ldilaln ka ltal cepalt menunjuk pa ldal ja llalnnya l peraldilaln. Terlallu ba lnya lk 

formallitals merupalkaln ha lmbaltaln balgi jallalnnya l pengaldilaln. Da llalm hall ini bukaln 

ha lnyal ja llalnnya l peraldilaln dalla lm pemeriksa la ln di mukal sidalng sa lja l tetalpi jugal 

penyelesalialn palda l berital alcalra l pemeriksa laln dipersidalngaln sa lmpali palda l 

penalnda ltalnga lnaln putusa ln oleh halkim daln pelalksa lna lalnnya l.20 

4. Kewenangan Peradilan Agama 

 

Ka ltal “kekualsa la ln” disini sering disebut juga l dengaln “kompetensi”, yalng beralsa ll 

da lri balhalsa l Belalnda l “competentie”, yalng ka ldalng-ka ldalng diterjemalhka ln jugal 

dengaln “wewenalng”, sehinggal ketigal kaltal tersebut dialngga lp semalkna l. Bicalra l 

tentalng kekualsa la ln Peraldilaln da llalm ka lita lnnyal denga ln Hukum Alcalra l Perda ltal, 

bialsa lnya l menyalngkut dual ha ll, yalitu tentalng “Kekualsa la ln Relaltif” daln 

“Kekualsa la ln Alboslut”, sekalligus dibicalra lkaln pula l didallalmnya l tentalng 

mengaljukalnnya l guga ltaln/permohonaln sertal jenis perkalra l yalng menjaldi 

kekualsa la ln pengaldilaln. Wewena lng (kompetensi) Peraldilaln Alga lmal dia ltur da llalm 

Pa lsa ll 49 sa lmpali dengaln Pa lsa ll 53 Unda lng-Unda lng Nomor 3 Talhun 2006Tentalng 

Pera ldilaln Alga lmal. Wewenalng tersebut terdiri alta ls wewenalng Relaltif daln 

wewena lng albsolut. Wewenalng Relaltif Peraldilaln Alga lmal palda l Pa lsa ll 118 HIR, 

a ltalu Pa lsa ll 142 RB.g jo Palsa ll 66 daln Pa lsa ll 73 Undalng-Unda lng Nomor 7 Talhun 

1989, seda lngkaln wewena lg a lbsolut berda lsa lrkaln pa lsa ll 49 Unda lng-Unda lng 7 

Talhun 1989, ya litu kewenalnga ln menga ldili perkalral-perka lral peralta l-bidalng 

perkalwina ln, kewalrisa ln, wa lsialt, hibalh yalng ilalkukaln berdalsa lrka ln hukum Islalm, 

wa lka lf, zalkalt, infalq, sha lda lqoh da ln ekonomi islalm. Kekualsa laln da ln kewenalnga ln 

Pera ldilaln ka litalnnyal a lda llalh denga ln hukum a lcalra l, menyalngkut Peraldilaln Alga lma l 

mempunyali 2 (dual) kompetensi yalitu  

 
20 Gatot Teguh Arifyanto, “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya 

Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)” (Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara, 2017). 
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a. Kompetensi Albsolut  

Da llalm penjelalsa ln Pa lsa ll 10 a lya lt (1) Unda lng-Unda lng Nomor 14 Ta lhun 1970 

Tentalng ketentualn-ketentualn Pokok Kekua lsa laln Keha lkimaln ya lng malsih tetalp 

berlalku berdalsa lrkaln ketentualn Pa lsa ll 47 Unda lng-Unda lng Nomor 4 Talhun 2004 

Tentalng Kekualsa laln Keha lkimaln dinyalta lkaln, balhwa l lingkungaln Peraldilaln Algalma l 

a ldalla lh sa llalh sa ltu di a lnta lral lingkunga ln “Pera ldilaln Khusus” sa lma l ha llnya l seperti 

Pera ldilaln Militer daln Pera ldilaln Ta ltal Usa lha l Nega lral, ya lkni melalksa lnalka ln fungsi 

kewenalnga ln mengaldili perkalral “tertentu” daln terhalda lp ralkya lt “tertentu”. 

Penjelsaln lebih lalnjut mengenali kaltal “Perkalra l tertentu” daln “ralkya lt tertentu” 

da lpalt dilihalt da llalm Palsa ll 2 da ln 49 Unda lng-Unda lng Nomor 3 Talhun 2006 

Tentalng Peruba lhaln Alta ls Unda lngUnda lng Nomor 7 Ta lhun 1989 Tenta lng 

Pera ldilaln Da llalm Pa lsa ll 2 Unda lng-Unda lng Nomor 3 Ta lhun 2006 Tentalng 

Peruba lhaln Alta ls Unda lng-Unda lng Nomor 7 Ta lhun 1989 Tentalng Peraldilaln 

Alga lmal dinyalta lkaln ba lhwa l “Peraldilaln Alga lmal merupalkaln sa llalh sa ltu pelalksa lnal 

Kekua lsa laln Keha lkimaln ba lgi ralkyalt pencalri kealdilaln ya lng beralga lmal islalm 

mengenali perkalra l tertentu yalng dialtur da lla lm Undalng-Unda lng ini.21  

Ketentualn yalng terda lpalt da llalm Pa lsa ll 2 di a ltals berbedal denga ln ketentualn ya lng 

terdalpa lt dalla lm Pa lsa ll 2 Unda lng-Unda lng Nomor 7 Ta lhun 1989 Tentalng Pera ldilaln 

Alga lmal ya lng mencalntumkaln ka lta l “perdalta l” sehinggal sebelum alda lnyal 

perualba lha ln Unda lng-Undalng Nomor 7 Ta lhun 1989 ini, malka l bunyi Pa lsa ll 2 itu 

a ldalla lh  

“Peraldilaln A lgalmal merupalkaln sallalh saltu pelalksalnal kekualsalaln 

kehalkima ln balgi ralkyalt pencalri kealdilaln yalng beralgalmal Islalm mengenali 

perkalral perdaltal tertentu yalng dialtur dallalm Undalng-Undalng ini”.  

Denga ln demikialn jelals, ba lhwa l perubalhaln Unda lng-Unda lng Nomor 7 Talhun 1989 

Tentalng Peraldilaln Alga lma l tersebut memba lwa l perubalha ln kewenalngaln Pera ldilaln 

Alga lmal, ya lng semula l ha lnyal berkewa lna lnga ln menyelesalika ln perkalra l perda ltal, 

tetalpi dalla lm Unda lng-Unda lng Nomor 3 Ta lhun 2006 Tengtalng Peruba lha ln 

Unda lng-Unda lng Nomor 7 Talhun 1989 Tentalng Pera ldilaln Alga lmal, Pera ldilaln 

 
21 Yuni Ulfa Diayanti, Lukman Ilham, and Hasnawi Haris, “Implementasi Asas 

Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IIB 

Mamuju Sulawesi Barat,” Jurnal Tomalebbi 5, 2 (2018). 



21  

Alga lmal telalh diberi kewenalnga ln ba lru untuk mengaldili perkalral non perda ltal. 

Peruba lhaln ini dipalnda lng sebalga li upalya l pemberialn lalndalsa ln yuridis balgi 

Pera ldilaln Alga lmal untuk memiliki peraldila ln khusus ya lng disebut denga ln na lma l 

Ma lhka lmalh Sya lrialh untuk Tingka lt Perta lmal da ln Ma lhka lmalh Provinsi untuk 

Tingkalt Balnding seba lgalimalna l dialtur da llalm Pa lsa ll 3Al daln penjelesalnnyal jo Pa lsa ll 

15 Unda lng-Unda lng Nomor 4 Talhun 2004 Tentalng Kekualsa la ln Kehalkimaln.22  

Selalin itu, kewenalnga ln Albsolut Pera ldilaln Alga lma l telalh dirumuskaln da lla lm Pa lsa ll 

49 Unda lng-Unda lng Nomor 3 Ta lhun 2006 Tentalng Peruba lhaln Alta ls Unda lng-

Unda lng Nomor 7 Ta lhun 1989 Tenta lng Pera ldilaln Alga lma l ba lhwa l Penga ldilaln 

Alga lmal bertugals daln berwenalng menerimal, memeriksal, memutus, daln 

menyelesalika ln perkalral-perkalra l di tingka lt pertalmal a lntalra l oralng-ora lng yalng 

beralga lmal islalm.  

Kemudialn pokok Pera ldilaln Alga lma l, ya litu menerimal, memeriksal, mengaldili, daln 

menyelesalika ln perkalra l yalng dialjuka ln kepa ldalnya l. Peraldilaln Alga lmal, oleh Palsa ll 

52 alya lt (1) dinyaltalka ln, balhwa l selalin mempunyali tugals pokok jugal mempunyali 

tugals ta lmbalha ln, ya lng da lpalt memberikaln keteralngaln, pertimbalngaln da ln na lsehalt 

tentalng hukum Islalm kepalda l instalnsi Pemerintalh di daleralh hukumnyal alpa lbilal 

dimintal. Begitu jugal denga ln kewenalngaln ya lng diberikaln oleh Palsa ll 52 alya lt (2) 

Unda lng-Unda lng Nomor 7 Ta lhun 1989 Tentalng Pera ldilaln Alga lmal ya lng 

menyebutkaln, ba lhwa l Penga ldilaln Alga lmal da lpa lt melalksa lnalka ln tuga ls da ln 

kewenalga ln tugals da ln kewena lngaln la lin ya lng diseralhka ln kepalda lnyal berda lsa lrkaln 

unda lng-undalng. 

b. Kompetensi Relaltif  

Kompetensi relaltif sebalga li kewenalngaln a ltalu kekualsa la ln Pengaldilaln yalng sa ltu 

jenis berdalsa lrka ln daleralh alta lu wilalya lh hukum. Dallalm Pa lsa ll 4 alya lt (1) Undalng-

Unda lng Nomor 7 Ta lhun 1989 Tentalng Pera ldilaln Alga lmal dinya ltalka ln, balhwa l 

Penga ldilaln Algalma l berkedudukaln di Kotalmaldya l (Kotal) a ltalu ibukotal Kalbupa lten 

 
22 Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia,” 

Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 6, no. 1 (2019). 
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ya lng dalera lh hukumnyal meliputi wilalya lh Pemerintalha ln Kota l altalu Ka lbupa lten.23 

5. Hukum Acara Pengadilan Agama 

Hukum Alcalra l a ldalla lh pelalksa lna la ln tuntutaln ha lk balik yalng mengalndung sengketal 

malupun ya lng tidalk mengalndung sengketal yalng dialjuka ln oleh pihalk yalng 

berkepentingaln. Da lla lm tuntutaln ha lk ba lik ya lng menga lndung sengketal ma lupun 

ya lng tidalk mengalndung sengketa l ya lng dia ljukaln oleh pihalk ya lng berkepentingaln, 

penyelesalialnnyal disera lhkaln ke penga ldilaln dimalksudka ln selalin untuk 

mendalpa ltkaln kealbsa lha ln tentalng halk ya lng dipunyali oleh sa llalh sa ltu pihalk a ltalu 

lebih jugal untuk mendalpa lt halk-ha lknyal sesua li dengaln peralturaln ya lng berlalku, 

ya lng malna l pelalksa lnala lnnya l da lpalt dilalkuka ln dengaln ca lral pa lksa l terhalda lp palra l 

pelalngga lr halk da ln kewaljibaln. 

Terminologi Hukum Alca lral Perdalta l alda llalh peralturaln hukum yalng mengaltur 

tentalng calra l balga limalnal mempertalhalnka ln daln menjalla lnkaln peralturaln hukum 

malteril. Sedalngka ln Istilalh Hukum Alcalra l Perdalta l Peraldilaln Algalma l merupalka ln 

sua ltu terminologi yalng tergolong malsih berusia l mudal, ka lrenal sebelum 

diberlalkukalnya l Unda lng-Unda lng Nomor 7 Ta lhun 1989 Tenta lng Pera ldilaln 

Alga lmal, Pera ldilaln Alga lma l malsih memalka li hukum alcalra l ya lng tergolong tidalk 

tertulis, sebalgalimalna l terlihalt dallalm Putusa ln Malhka lmalh Algung Republik 

Indonesial Nomor 14 K/AlG/1979 ta lngga ll 5 Juni 1980 ya lng menyebutkaln, balhwa l 

beralca lral di Pengaldilaln Alga lmal tidalk terika lt paldal ketentualn hukum alcalra l perdalta l 

ya lng dipergunalka ln oleh Peraldilaln Umum, ka lrenal hukum a lcalra l perda ltal ya lng 

dipergunalka ln oleh Pengaldilaln Alga lmal dialngga lp malsih bersifa lt hukum tidalk 

tertulis.24 

Penga ldilaln Alga lmal alda llalh pera ldilaln negalra l yalng kewenalnga ln a lbsolutnyal a ldalla lh 

menyelesalika ln memeriksal, memutus daln menyelesalika ln perkalra l perdalta l dalla lm 

bidalng perka lwinaln, wa lris, wa lka lf, hibalh da ln soda lkoh. Dengaln demikialn da lpalt 

disimpulkaln, rumuskaln pengertialn Hukum Alcalra l Perdalta l Peraldilaln Alga lma l 

 
23 Zulkarnain Suleman, “Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI),” Al-Mizan 9, no. 1 (2013). 
24 Moh Ali, “Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam 

Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Di Pengadilan Agama,” 

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 3, no. 2 (2018). 
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a ldalla lh seperalngka lt peralturaln yalng menga ltur talta l calra l balga limalna l oralng halrus 

bertindalk terhalda lp daln di mukal halkim Pengaldilaln Alga lmal da ln balga limalna l pula l 

ha lkim Pengaldilaln halrus bertindalk untuk menjalmin terlalksa lna lnyal hukum malteril 

ya lng menjaldi wewenalng Penga ldilaln Alga lmal. Alta lu denga ln perka ltala ln lalin, 

Hukum Alca lra l Perda ltal Pera ldilaln Alga lmal a lda llalh hukum ya lng menga ltur 

ba lgalimalna l calra lnyal mempertalha lnka ln hukum perdaltal ma lteriil yalng berlalku di 

Pera ldilaln Alga lmal. Ketentualn mengenali hukum a lcalra l ya lng berlalku dilingkungaln 

Pera ldilaln Algalma l dialtur dalri Palsa ll 54 s.d 91 Unda lng-Unda lng Nomor 7 

Talhun1989 Tentalng Peraldilaln Alga lmal. Alta lu Perallihaln ya lng menjaldi dalsa lr solusi 

a ltals permalsa lla lhaln da llalm Hukum Alca lra l Peraldilaln Alga lma l dalpa lt ditemukaln 

da llalm Pa lsa ll 54 Unda lng-Unda lng Nomor 7 Ta lhun 1989 Tentalng Pera ldilaln Alga lma l 

ya lng menyaltalka ln, balhwa l “Hukum Alcalra l Perdaltal ya lng berlalku palda l pengaldilaln 

da llalm lingkungaln Pera ldilaln Umum, kecualli yalng telalh dialtur secalra l khusus 

da llalm Unda lng-Unda lng tersebut. 

Hukum a lcalra l seba lgali hukum formil bertujualn untuk menjalmin ditala ltinyal hukum 

perdalta l malteril, oleh kalrenal itu hukum a lcalra l memualt tentalng calra l balga limalna l 

melalksa lnalka ln daln mempertalha lnkaln a lta lu menegalkka ln kalida lh-kalidalh ya lng 

termualt dallalm hukum perdalta l malteril. Alda lpun hukum a lcalra l yalng berla lku di 

Pera ldilaln Alga lmal a lda llalh hukum a lcalra l perdalta l ya lng berlalku di lingkungaln 

Pera ldilaln Umum kecualli yalng telalh dialtur secalra l khusus da llalm Pa lsa ll 54 UU No. 

7 Talhun 1989 Tentalng Peraldilaln Alga lma l.25 

Perka lral ya lng dialjuka ln ke Pengaldilaln Alga lmal daln alka ln diperiksal secalra l 

kontraldiktoir oleh halkim alda llalh perka lral ya lng sekura lng-kuralngnya l ha lrus a lda l dua l 

pihalk ya lng berperkalra l, yalkni Pengguga lt da ln Tergugalt. Penggugalt a ldallalh piha lk 

ya lng meralsa l dirugikaln da ln memulali perka lral a ltalu memaljuka ln guga ltaln, 

seda lngkaln Tergugalt alda llalh oralng yalng dia lnggalp merugikaln pihalk lalin daln pihalk 

ya lng ditalrik ke mukal pengaldilaln oleh Penggugalt. Pengecuallialn terhaldalp 

ketentualn ini disebut dengaln guga ltaln volunteer. Dallalm pengertialn, yalitu 

Pemohon da ln perkalra l ini lebih dikenall denga ln perkalra l “permohonaln”. Peraldilaln 

 
25 Helvi Lutfia Pebriyanti, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya 

Ringan Di Pengadilan Agama Sumedang Pada Perkara Perceraian Tahun 2021,” Jurnal Riset 

Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2022). 
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Alga lmal seba lga li sa llalh sa ltu pelalksa lna l kekualsa la ln keha lkimaln di Indonesial 

mempunyali tugals pokok seba lgalimalna l di altur dalla lm Palsa ll 47 Undalng-Unda lng 

Nomor 4 Talhun 2004 Tentalng Kekualsa laln Keha lkimaln jo Palsa ll 2 a lyalt (1) 

Unda lng-Unda lng Nomor 14 Ta lhun 1970 Tentalng Ketentualn Pokok Kekua lsa la ln 

Keha lkimaln alda llalh menerimal, memeriksal, mengaldili daln menyelesalikaln perka lral. 

Selalnjutnyal da llalm penjelalsa ln Pa lsa ll 2 alya lt (1) dinya ltalka ln, balhwa l ya lng dimalksud 

dengaln perkalra l termalsuk perkalra l voluntalir, balhwa l proses balra lcalra l di peraldilaln 

Alga lmal melallui beberalpa l proses ya litu : 

a. Menerimal Perkalra l  

Sesua li dengaln tuga ls da ln kewena lga ln Penga ldilaln Alga lmal menerimal, memeriksal, 

memutus daln menyelesalikaln perkalra l pa lda l tingkalt pertalmal. Pera ldilaln a lda llalh 

sua ltu proses yalng beralkhir dengaln memberi kealdilaln dalla lm sualtu keputusaln, 

proses ini dialtur dallalm sua ltu peraltura ln hukum alcalra l, jaldi peraldilaln tidalk bisal 

lepals dalri hukum alca lral. menyimpulkaln balhwa l peraldilaln alda llalh kewenalngaln 

sua ltu lembalga l untuk menyelesalikaln perka lral untuk da ln alta ls na lmal hukum demi 

tegalknya l hukum daln kealdilaln. Peralturaln Pemerintalh Nomor 9 Talhun 1975 

Tentalng Perkalwina ln yalng menyebutkaln, balhwa l setialp ka lli dialda lkaln sida lng 

Penga ldilaln yalng memeriksal guga ltaln Perceralialn, ba lik Pengguga lt malupun 

Tergugalt altalu kua lsa l merekal alka ln dipalnggil untuk menghindalri sidalng tersebut. 

b. Memeriksal Perka lral  

Kea lbsa lhaln pemalnggilaln palra l pihalk yalng berperkalral merupalkaln sya lra lt mutlalk 

ya lng halrus dipenuhi untuk da lpalt dilalnjutkalnnya l persidalnga ln sebua lh perkalra l. 

Pernya ltala ln ini dalpa lt dipalha lmi dalri teks Pa lsa ll 55 Undalng-Unda lng Nomor 7 

Talhun 1989 Tentalng Pera ldilaln Alga lmal ya lng menyaltalka ln, balhwa l “tialp 

pemeriksalaln perka lral di Penga ldila ln dimulali sesuda lh dialjuka lnnyal sua ltu 

permohonaln altalu guga ltaln daln pihalk-piha lk yalng berperkalra l telalh dipalnggil 

menurut ketentualn ya lng berlalku”. Pernya ltala ln yalng sa lmal juga l dijumpali dalla lm 

Pa lsa ll 26 alyalt (1) Peralturaln Pemerina lth Nomor 9 Talhun 1975 Tentalng 

Pelalksa lna la ln Undalng-Unda lng Nomor 1 Talhun 1974 Tentalng Perka lwinaln ya lng 

menyebutkaln, ba lhwa l “setialp ka lli dialda lka ln sidalng Penga ldilaln ya lng memeriksa l 

guga ltaln perceralialn, ba lik penggugalt malupun Tergugalt alta lu kualsa l merekal alka ln 
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dipalnggil untuk menghaldiri sidalng tersebut.  

Denga ln demikialn jelals, balhwa l alpa lbilal pa lnggilaln kepalda l Penggugalt/ Pemohon 

a ltalu Tergugalt/ Termohon belum disalmpalika ln secalra l resmi daln paltut (salh), malka l 

persidalnga ln terhaldalp sebua lh perkalral belum dalpa lt dilalksa lna lka ln. Selalnjutnyal 

ha lkim halnyal boleh mengalmbil sikalp memerintalh untuk memalnggil pihalk yalng 

belum dipalnggil secalral sa lh, tidalk dibena lrkaln menjaltuhkaln putusaln a lpa lpun 

terhalda lp perkalral tersebut. Setelalh Ma ljelis Halkim menilali balhwa l pa lnggilaln 

kepalda l Pengguga lt/Pemohon daln Terguga lt/Termohon telalh disalmpa likaln secalra l 

resmi daln paltut, malka l talhalpa ln berikutnya l alda llalh melalksa lna lkaln pemeriksala ln 

perkalra l sesua li dengaln kronologi pemeriksa la ln perkalra l perdaltal ya lng pa ldal ga lris 

besa lrnyal seba lgali berikut : 

1. Upa lya l perdalmalialn; 

2. Pembalca laln Guga ltaln da ln Ja lwa lba ln Terguga lt; 

3. Replik Penggugalt; 

4. Duplik Tergugalt; 

5. Pembuktialn Penggugalt; 

6. Pembuktialn Tergugalt; 

7. Kesimpulaln Pengguga lt; daln 

8. Musya lwa lra lh Ma ljelis Halkim. 

Da llalm kea ldala ln norma ll, semual ta lhalpa ln pemeriksala ln perkalra l di a ltals ha lrus dila llui. 

Meskipun sebenalrnya l balnya lknya l talhalpa ln pemeriksala ln perkalra l tidalk identik 

dengaln jumlalh a ltalu ba lnya lknyal persida lnga ln, kalrena l da lpalt sa ljal dua l a ltalu tiga l 

talha lpa ln dilalkukaln da llalm sa ltu kalli persidalnga ln. Begitu pulal seba lliknyal, bisal juga l 

sa ltu talha lpaln dilalkuka ln dalla lm dual ka lli persida lngaln. 

c. Memutus Perkalra l  

Tugals pokok Penga ldilaln Algalma l yalng ketigal alda llalh mengaldili altalu memutus 

perkalra l yalng dia ljukaln kepalda lnyal. Putusa ln merupalkaln “pernyaltala ln Ha lkim 

seba lgali pejalba lt negalra l yalng diberi wewena lng untuk itu daln diucalpka ln di dalla lm 

persidalnga ln ya lng terbukal untuk umum denga ln tujualn untuk menyelesalikaln sua ltu 
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perkalra l alta lu sengketal a lntalra l pihalk ya lng berperkalral”. Berdalsa lrka ln ketentualn 

ya lng terdalpalt da llalm penjelalsa ln Pa lsa ll 2 a lyalt (1) Unda lng-Unda lng Nomor 14 

Talhun 1970 Tentalng Ketentualn-ketentualn Pokok Kekua lsa la ln Kehalkimaln jo Pa lsa ll 

47 Unda lng-Unda lng Nomor 4 Talhun 2004 Tentalng Kekua lsa la ln Kehalkimaln 

dinyalta lkaln, ba lhwa l yalng dimalksud denga ln perkalra l yalng diterimal di Penga ldilaln 

a ldalla lh termalsuk perka lral voluntalir. Denga ln demikialn, balhwa l perkalra l ya lng 

dialjuka ln ke Pengaldilaln Alga lma l alda llalh perka lral contentiosal da ln perkalral voluntalir. 

Selalnjutnyal da lla lm Penjelalsa ln Pa lsa ll 60 Unda lng-Unda lng Nomor 7 Ta lhun 1989 

Tentalng Pera ldilaln Alga lmal, ya litu putusa ln da ln penetalpa ln. Putusa ln disebutka ln 

seba lgali keputusa ln Penga ldilaln a ltals perka lral guga lta ln ka lrenal a ldalnya l sua ltu 

sengketal, seda lngkaln penetalpa ln a ldalla lh keputusa ln Pengaldilaln a ltals perka lra l 

permohonaln. 

C. Poligami 

1. Pengertian Polgami 

Poligalmi merupalkaln sa llalh sa ltu ra lnalh da llalm kehidupaln kelualrga l ya lng selallu 

diperbincalngka ln, da llalm hall ini perbincalnga ln yalng pa lling penting yalitu konsep 

kealdilaln da llalm berpoligalmi. Poligalmi bera lsa ll dalri beralsa ll dalri balha lsa l Yunalni, 

ya lng beralrti sua ltu perkalwinaln ya lng lebih da lri saltu ora lng. Poligalmi da lpalt 

dibedalka ln menjaldi dual malcalm, yalitu polialndri daln poligini. Polialndri alda llalh 

perkalwina ln seora lng perempualn dengaln lebih dalri seoralng lalki-lalki beralsa ll 

ba lhalsa l Yuna lni, ya lng beralrti “sualtu perka lwinaln ya lng lebih dalri saltu ora lng”. 

Seda lngkaln poligini aldalla lh perkalwina ln seora lng lalki-lalki dengaln lebih dalri 

seora lng perempualn.26  

Menurut Soerjono Soekalnto, poligalmi ya litu sualtu kebolehaln untuk menikalh 

dengaln lebih dalri seoralng wa lnital a ltalu prial. Poligalmi dibalgi menjaldi dual ya litu 

pertalmal, poligini altalu polygyny. kedual, ya litu polialndri a ltalu polyalndry ya litu 

Sua ltu polal perka lwina ln dimalna l seora lng wa lnital diperkenalnka ln untuk bersua lmi 

lebih dalri seoralng pria l pa ldal sa la lt bersa lma laln. Poliga lmi sudalh berlalngsung seja lk 

jaluh sebelum daltalngnya l Isla lm. Ora lng-ora lng Eropal ya lng sekalra lng kital sebut 

 
26 Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum 

Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan 

Agama,” Privat Law 3, no. 2 (2015). 
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Rusia l, Yugoslalvia l, Cekoslovalkial, Jermaln, Belgial, Belalnda l, Denmalrk, Swedial, 

da ln Inggris semualnya l alda llalh balngsa l-ba lngsa l yalng berpoligalmi. Demikialn jugal 

ba lngsa lbalngsa l Timur seperti Ibralni da ln Alra lb, merekal juga l berpoligalmi. Kalrena l 

itu tidalk bena lr alpa lbilal a ldal tuduhaln ba lhwa l Islalm ya lng melalhirka ln alturaln tentalng 

poligalmi, sebalb nyalta lnyal a lturaln poligalmi yalng berlalku sekalra lng ini jugal hidup 

da ln berkembalng di negeri-negeri. 

Sistem poligalmi sebenalrnyal suda lh melua ls berlalku pa lda l ba lngsa l Alra lb sebelum 

Isla lm daltalng. Ba lngsa l-ba lngsa l yalng menjallalnka ln poligalmi yalitu: Alra lb Ja lhiliyalh, 

Ibra lni, daln Nega lral-negalra l lalin yalng sudalh tersebalr buda lyal poligalmi yalitu seperti 

Rusia l, Pola lndial, Jerma ln daln la lin-lalin. Sistem poligalmi ini salmpali seka lralng 

malsih terseba lr dikallalnga ln ora lngora lng non muslim, dalla lm kenyaltala lnnya l dalla lm 

kitalbnya l algalma l Kristen yalitu injil tidalk diteralngkaln tentalng lalra lnga ln poligalmi. 

Denga ln demikialn sebena lrnyal buka ln Isla lmlalh ya lng mulal-mulal membalwa l sistem 

poligalmi. 

Di ka llalnga ln malsya lralka lt alra lb, buda lyal seoralng la lki-lalki yalitu boleh menikalhi 

sejumlalh walnital yalng dikehendalki talnpa l ikalta ln malupun sya lra lt. Di dallalm sunaln 

Alt-Tirmidzi disebutkaln balhwa l Ghalilaln bin salla lmalh altsTsa lqalfi ketikal malsuk 

Isla lm malsih memiliki sepuluh oralng istri. Ketikal Gha lila ln bin sa llalmalh a lts-

Tsa lqalfi ma lsuk Isla lm Ra lsulullalh sa lw bersa lbdal: “Pilih empalt oralng da ln cera likaln 

ya lng lalinnyal. Na lufall bin Mu’alwiya lh memiliki limal oralng istri. Ketikal malsuk 

islalm Ra lsulullalh berkaltal: “Ceralikalnlalh ya lng sa ltu daln pertalha lnkaln ya lng empalt”. 

da ln Tsalbit Qa lis memiliki delalpa ln oralng istri sebelum memeluk islalm.27 

Sa llalh sa ltu bentuk perkalwinaln ya lng sering diperbincalngka ln da llalm malsya lra lkalt 

a ldalla lh poligalmi kalrena l mengundalng pa lnda lngaln ya lng kontroversia ll. Poligalmi 

a ldalla lh ikaltaln perka lwinaln da llalm ha ll malna l sua lmi mengalwini lebih dalri saltu istri 

da llalm walktu ya lng salma l. Lalki-lalki yalng melalkukaln bentuk perkalwina ln seperti 

itu dikaltalka ln bersifalt poligalmi. Selalin poligalmi disebut jugal polialndri. Jika l 

da llalm poligalmi sua lmi yalng memiliki beberalpa l istri, dalla lm polialndri seballiknyal, 

justri istri yalng mempunyali beberalpal sua lmi dalla lm wa lktu yalng sa lma l. Alka ln tetalpi 

 
27 Rijal Imanullah, “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama No. 915/Pdt. g/2014/Pa. Bpp Tentang Izin Poligami),” Mazahib 15, no. 1 

(2016). 
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dibalndingka ln poligalmi, bentuk polialndri tidalk balnya lk dipralktekkaln. Pra lktek 

polialndri ha lnyal dijumpali pa lda l beberalpal suku tertentu seperti suku Tudal da ln 

suku-suku di Tibet. 

Menurut Quralish Syihalb, Alya lt tigal dalri suralt Aln-nisal’ menjelalska ln tentalng 

berlalku a ldil terhaldalp perempualn ya ltim, da ln jikal percalya l diri untuk berlalku a ldil 

terhalda lp wa lnital-wa lnital sela lin yalng ya ltim itu, malka l nika lhilalh sesua li denga ln 

seleral kalmu yalng ha llall tetalpi jalngaln lebih dalri empalt oralng. Kemudialn jikal 

ka lmu memalng tidalk bisal berbualt aldil dallalm halrta l daln perlalkua ln ilmialh dalla lm 

menghimpun beberalpal istri, ma lkal nika lhla lh dengaln seora lng sa lja l. Ma lkal denga ln 

demikialn menikalh dengaln seora lng istri sa ljal sesungguhnya l tidalk mendekaltkaln 

untuk berbualt alnialya l daln lebih mengalntalrka ln kepaldal kea ldilaln, altalu kepa ldal tidalk 

memiliki balnya lk a lnalk ya lng halrus dita lnggung bialya l hidupnyal.28 

Penyebutaln dual, tigal a ltalu empalt palda l halkikaltnya l alda llalh da llalm ralngka l tuntutaln 

berlalku a ldil kepalda l a lnalk ya ltim. Perlu diga lrisbalwa lhi ba lhwa l a lya lt ini, tidalk 

membualt peralturaln tentalng poligalmi, kalrenal poligalmi telalh dikenall daln 

dilalksa lna lkaln oleh penga lnut berbalga li sya lria lt alga lmal, serta l a lda lt istialda lt 

malsya lra lka lt sebelum turunnyal alya lt ini. Sebalga limalnal a lyalt ini tidalk mewaljibkaln 

poligalmi alta lu mengalnjurka lnnyal,ial ha lnyal berbicalra l tentalng bolehnyal poligalmi 

da ln itu pun merupalka ln pintu kecil yalng ha lnya l da lpalt dila llui oleh yalng sa lnga lt 

a lmalt membutuhkaln daln dengaln sya lra lt yalng tidalk ringaln. Memalng ra ltal-ra ltal usia l 

wa lnital lebih palnjalng da lri usia l lelalki, seda lng potensi membualhi balgi la lki-lalki 

lebih lalma l dalripa ldal wa lnital, buka ln sa ljal ka lrenal wa lnital mengallalmi malsa l ha lid, 

tetalpi jugal ka lrenal wa lnita l mengallalmi monopouse seda lng pria l tidalk mengalla lmi 

kedualnya l. 

Dibolehkalnnya l poligalmi ini halnya l terbalta ls pa ldal ma lsa llalh-malsa llalh ya lng suda lh 

tidalk alda l jallaln kelualrnya l lalgi selalin berpoligalmi, sebalga li contoh yalitu seoralng 

istri yalng mengallalmi kemalndula ln, salkit palra lh, daln tidalk bisa l menyallurka ln 

kebutuhaln biologisnyal, malka l sua lmi boleh melalkukaln poligalmi. Tetalpi perlu 

diingalt balhwa l buka ln beralrti alnjura ln, alpa llalgi beralrti kewaljibaln. Alya lt ini halnya l 

memberi walda lh ba lgi merekal ya lng mengiinginkalnnya l, ketikal menghalda lpi 

 
28 Azni Azni, “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis),” Jurnal 

Dakwah Risalah 26, 2 (2015). 
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kondisi altalu ka lsus tertentu, seperti yalng dikemukalkaln di altals. Tentu saljal malsih 

ba lnyalk kondisi altalu ka lsus sela lin yalng disebut itu, yalng jugal merupalka ln allalsa ln 

logis untuk tidalk menutup aluralt alta lu mengunci malti pintu poligalmi yalng 

dibenalrka ln oleh alya lt ini dengaln sya lra lt yalng tidalk ringaln itu. 

Yusuf Qa lrdha lwi menjelalska ln ba lhwa l a lsa ll ya lng mendominisikaln perka lwina ln itu 

a ldalla lh berkalwin dengaln seoralng istri sa ljal a ltalu monogalmi. Menurut Yusuf 

Qa lrdha lwi, balhwa l menikalh denga ln seora lng istri saljal alka ln lebih menjalga l 

kehormaltaln daln oralng ya lng menikalh lebih dalri sa ltu istri alta lu poligalmi itu 

dikhalwa ltirkaln a lkaln mendaltalngka ln kesulitaln didunial da ln dialkhiralt. Hall ini jelals 

ba lhwa l poligalmi itu bukaln keha lrusa ln secalra l mutlalk. Tetalpi Yusuf Qa lrdha lwi 

tidalk setuju dengaln diha lralmka lnnyal poliga lmi, kalrenal menurut Yusuf Qa lrdha lwi 

didalla lm poligalmi tersebut terdalpa lt bebera lpal kemalsla lha ltaln. Ora lng ya lng ma lmpu 

berpoligalmi itu halrus ya lkin daln malmpu berlalku aldil sesuali keteralngaln da llalm 

sura lt aln-Nisa l’ a lyalt 3.29 

2. Dasar Hukum Poligami 

Da llalm sistem perundalng-unda lnga ln di Indonesial, khususnya l tentalng perkalwina ln 

da llalm ha ll ini aldalla lh Unda lng-unda lng No. 1 ta lhun 1974 da ln PP No. 9 Ta lhun 1975 

ya lng bialsa l disebut KHI (Kompilalsi Hukum Islalm). Hukum perkalwina ln termalsuk 

da llalm bidalng yalng “sensitif”, yalitu palda l a lwa ll pembentukalnnya l sempalt 

ymenimbulkaln pertentalnga ln. Pembualt Unda lng-unda lng tidalk byerha lsil untuk 

menghalpuska ln poligalmi, tetalpi ha lnya l berhalsil untuk menetalpka ln ba lhwa l pa ldal 

a lsa lsnya l sua ltu perkalwina ln seoralng pria l ha lnya l boleh mempunyali seora lng istri (alsa ls 

monogalmi) sesua li dengaln Undalng-unda lng perkalwina ln pa lsall 3 a lyalt (1). 

Ja ldi palda l alsa lsnya l dallalm sualtu perkalwina ln seoralng prial halnya l boleh mempunyali 

seora lng istri, seoralng wa lnital ha lnya l boleh mempunyali seoralng sua lmi. Dialnutnyal 

a lsa ls monogalmi mengalndung alrti balhwa l malsih a ldal kemungkinaln ba lhwa l seoralng 

lalki-lalki mempunyali lebih dalri sa ltu istri a lpalbilal ia l untuk itu telalh mendalpa lt 

dispensa lsi. Alda lpun yalng memberikaln dispensa lsi ini aldallalh Penga ldilaln Alga lmal.20 

Ya litu seperti yalng terteral di da lla lm Unda lng-unda lng perkalwina ln pa lsa ll 3 a lya lt(2). 

 
29 Fatimah Zuhrah, “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU 

No. 1 Tahun 1974 Dan KHI),” Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah 5, 1 (2017). 
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Da ln dijelalska ln lebih lalnjut balhwa l perka lwina ln poligalmi yalng dilalkuka ln dengaln 

istri kedual, ketigal a ltalu keempalt talnpa l mendalpa ltkaln izin dalri pengaldilaln a lgalmal 

malka l perkalwina ln tersebut tidalk mempunya li kekualtaln hukum, ini sesua li dengaln 

pa lsa ll 4 alya lt (1) KHI. 

Di da llalm ma lsa llalh poliga lmi, seoralng sua lmi diperbolehkaln mempunyali istri lebih 

da lri seoralng, a lkaln tetalpi halnya l sa lmpali empalt oralng istri saljal, lebih dalri ketentualn 

tersebut tidalk diperbolehkaln, ha ll tersebut sesuali dengaln KHI palsa ll 5 alya lt (1) 

huruf al. Mengenali syalra lt utalma l beristri lebih dalri seoralng, ditegalska ln balhwa l 

seora lng sua lmi halrus ma lmpu berlalku a ldil terhaldalp istri-istri daln a lna lk-a lnalknya l. 

Ha ll ini sesuali dengaln pa lsa ll 5 a lyalt (1) huruf c KHI. Dijelalska ln lebih lalnjut dallalm 

pa lsa ll 5 alya lt (1) KHI yalitu mengenali sya lralt utalmal yalng disebut paldal alya lt (1) tidalk 

mungkin dipenuhi, sualmi dilalralng beristri lebih dalri seoralng. 

Seda lngkaln mengenali allalsa ln-a llalsa ln diperbolehkalnnya l poligalmi dialtur di dallalm 

Unda lng-unda lng perkalwina ln No. 1 talhun 1974 yalitu terdalpa lt di dallalm palsa ll 4 alyalt 

(2) ya litu; istri tidalk da lpa lt menjallalnka ln kewa ljibalnnya l sebalga li istri, istri mendalpa lt 

calca lt balda ln alta lu penyalkit yalng tidalk da lpalt disembuhkaln, daln jugal Istri tidalk 

da lpalt melalhirkaln keturunaln. Mengena li sya lra lt-syalra lt poligalmi yalng ha lrus 

dipenuhi oleh pemohon poligalmi yalitu terdalpa lt dallalm Unda lng-unda lng No. 1 

talhun 1974 ya litu di da llalm pa lsa ll 5 a lya lt (1) a lda lnyal persetujualn da lri istri, alda lnyal 

kepalstia ln balhwa l sua lmi malmpu menjalmin keperlualnkeperlualn hidup istri-istri daln 

a lnalk-a lna lk merekal, daln a ldalnya l jalminaln ba lhwa l sualmi alka ln berlalku a ldil terhalda lp 

istri-istri daln a lna lk-alna lk merekal. 

Khusus ba lgi pegalwa li negri sipil, dialtur mengenali poligalmi, yalitu terdalpa lt di 

da llalm PP. No. 45 talhun 1990 yalitu tentalng perubalha ln altals PP No. 10 talhun 1983 

mengenali izin perkalwina ln da ln percera lialn ba lgi pegalwa li negri sipil, yalitu 

mengubalh ketentualn pa lsa ll 4, ba lhwa l alpa lbilal pegalwa li negri sipil prial ya lng a lkaln 

beristri lebih dalri seora lng, wa ljib izin terlebih dalhulu dalri pejalba lt, selalin itu 

Pega lwa li Negeri Sipil (PNS) wa lnital tidalk diizinkaln menjaldi istri kedual, ketigal 

malupun keempalt daln jugal ha lrus tercalntum alla lsa ln yalng lengkalp yalng mendalsa lri 

permintala ln izin untuk beristri lebih dalri seora lng.30 

 
30 K H Husein Muhammad, Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai 
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b. Sya lra lt-Syalra lt Izin Poligalmi 

Penga ldilaln alga lmal ha lnyal memberikaln izin kepalda l seoralng sua lmi alpa lbilal alka ln 

beristri lebih dalri seoralng a lpalbilal terdalpaltnya l allalsa ln-a llalsa ln a ltalu sa llalh sa ltu allalsa ln, 

seba lgalimalna l terdalpalt di dallalm UU No. 1 talhun 1974 daln seba lgali pelalksa lnala lnnyal 

ya litu PP No. 9 talhun 1975, khusus untuk pegalwa li negri sipil di altur dalla lm PP No. 

10 talhun 1983 Jo. PP No. 45 ta lhun 1990, da ln jugal di da llalm KHI. Di da lla lm UU 

No. 1 ta lhun 1974, pa lsa ll 4 a lya lt 2 PP No. 9 ta lhun 1975, pa lsa ll 41 huruf (a l), da ln 

khusus untuk pega lwa li negri sipil di a ltur da llalm PP No. 10 ta lhun 1983 Jo. PP No. 

45 talhun 1990, dialtur mengenali allalsa ln-a llalsa ln poligalmi, yalitu; istri tidalk da lpalt 

menjallalnka ln kewaljibalnnyal sebalga li istri, istri mendalpa lt calcalt balda ln altalu penyalkit 

ya lng tidalk da lpalt disembuhkaln, da ln juga l Istri tidalk da lpa lt melalhirkaln keturuna ln. 

Kemudialn pengaldilaln a lgalma l halnya l memberikaln izin kepalda l sua lmi yalng henda lk 

beristri lebih dalri seoralng a lpa lbilal a llalsa lna lla lsa lnnyal telalh sesua li dengaln perunda lng-

unda lngaln tersebut. Berdalsa lrka ln ketentualn All-Qur‟aln, poligalmi terbaltalsi denga ln 

sya lra lt-syalra lt. syalra lt tersebut terbalgi dallalm tigal falktor:  

1. Fa lktor Jumlalh, ya litu alturaln tentalng poliga lmi memalng suda lh dikenall da ln 

berlalku da llalm ka lbilalh-ka lbilalh Alra lb za lmaln jalhiliyalh ta lnpal ba ltalsa ln 

tertentu. Telalh di ka ltalka ln jugal ba lhwa l a lda l haldist ya lng mengaltalka ln 

terdalpa ltnyal poligalmi di kallalnga ln oralng-ora lng alra lb ketikal merekal 

memeluk alga lmal Isla lm da ln ta lnpal pemba ltalsa ln jumlalh. Na lmun setelalh 

Isla lm daltalng membaltalsi poligalmi dengaln ha lnyal empalt oralng istri. Da llalm 

fiqh limal ma lzhalb, Muha lmmald Ja lwa ld Mughniya lh berkomentalr tentalng 

poligalmi yalng diba lha lsa lkaln denga ln „jumla lh istri‟. Balhwa l semua l malzhalb 

sepa lkalt tentalng seora lng lalki-lalki boleh beristri empalt dallalm wa lktu 

bersa lmala ln, daln tidalk boleh limal berdalsa lrkaln keteralnga ln suralt aln-Nisa la l 

a lyalt 3.33 Alda lpun mengenali pembalha lsa ln selalnjutnyal tentalng poligalmi 

tidalk ditualngka ln da llalm komentalrnya l tersebut. Melalinkaln tentalng 

perceralia ln keempalt oralng istri ya lng suda lh dinikalhi melallui uralia ln 

pendalpa lt Imalmiyalh daln Sya lfi‟i. 

 
 (Jakarta: IRCiSoD, 2020), hlm 5. 
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2. Fa lktor Na lfkalh, ya litu nalfka lh mencalkup malka lna ln, minumaln, pa lka lialn, 

tempalt tinggall, daln a llalt-a llalt rumalh ta lngga l ya lng umum. Lalki-lalki yalng 

ingin menikalh pertalmal-ta lmal halrus malmpu menyedialka ln bialya l untuk 

menalfka lhi walnital ya lng a lkaln dinikalhinya l. Menurut syalri‟alt Isla lm Jikal 

seora lng lalki-lalki belum memiliki sumber rezeki untuk menalfka lhi istri, dial 

belum boleh kalwin. Berdalsa lrka ln sya lral‟ seoralng la lki-lalki belum 

dibolehkaln menikalh jikal belum malmpu memberikaln na lfka lh. Begitu pulal, 

lalkilalki ya lng suda lh mempunyali istri sa ltu tetalpi belum malmpu 

memberikaln nalfka lh ya lng lalyalk, ma lkal dial tidalk boleh berpoligalmi. 

Denga ln demikialn, tidalk alda l ikhtilalf dialntalra l fuqohal tentalng kewa ljibaln 

sua lmi terhaldalp istrinyal, balik malkalna ln, palka lialn, tempalt tinggall, daln 

kebutuhaln-kebutuhaln lalinnyal. 

3. Berbualt a ldil dialntalra l istri-istri, balhwal Sura lt Aln-Nisa l a lyalt 3 merupa lkaln 

da lsa lr kealdilaln ya lng ha lrus ditega lkkaln. Kea ldilaln ya lng dimalksud a lda llalh 

kealdilaln ya lng ma lmpu diwujudka ln malnusia l da llalm kehidupaln seha lri-

ha lrinyal, ya litu istri pertalma l daln juga l a lnalk-a lna lknyal. Istri mudal lebih 

merekal cintali dialta ls segallalnya l. Alkibaltnya l, perhaltialn da ln curalha ln kalsih 

sa lya lng merekal lebih terfokus kepaldal istri mudal. Sementalra l itu, kalrenal 

perhaltialn kuralng dalri sua lmi terhalda lp istri tual, menyebalbka ln merekal (palral 

istri tual) memilih jallaln urba ln (pindalh rumalh) ke da leralh lalin, guna l 

membesalrkaln da ln mendidik alnalk-a lnalk merekal. Da llalm kebutuhaln 

seksua llpun, suda lh dipalstikaln tidalk bisa l a ldil. Kecenderungaln merekal jelals 

kepalda l istri mudal. Ka lrenal sisi pelalya lnaln ya lng lebih greget dalri pa lral istri 

tual. Ha ll ini beralkibalt juga l palda l kebutuha ln malteri. Kalrena l memperoleh 

"service'' yalng lebih dalri istri mudal, sualmi alkaln selallu memberi sesualtu 

ya lng istimewal pulal terhalda lp istri mudal. Ka llalu seperti ini, jelals istri tual 

ya lng dirugikaln daln tidalk bisa l talmpil kealdilaln ya lng diinginkaln.31 

Pa lnda lngaln Qura lish Shiha lb mengenali kea ldilaln Ial melihalt kealdilaln da llalm sura lt 

Aln-Nisa l a lyalt 129 mengisyalra ltkaln balhwa l kealdilaln yalng tidalk da lpalt dicalpa li itu 

 
31 Iffah Qanita Nailiya, Poligami: Berkah Ataukah Musibah? Mengungkap Alasan-Alasan 
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a ldalla lh kealdilaln dalri segi kecenderunga ln halti yalng memalng beraldal dilualr 

kemalmpualn malnusia l.32 Sebelum menutup malti pintu poligalmi, perlu diketalhui 

ba lhwa l poligalmi ya lng mengalkibaltka ln da lmpalk buruk seperti terjaldinyal 

pelalngga lraln ketentualn hukum, bukalnlalh alla lsa ln yalng tepalt untuk membalta llkaln 

ketentualn hukum itu. Alpa llalgi pembaltalla ln tersebut mengalkiba ltkaln da lmpalk buruk 

ba lgi malsya lralka lt. Munculnyal wa lnital simpalna ln sertal pernikalha ln-pernikalhaln 

dibalwa lh ta lnga ln, mempunyali dalmpa lk ya lng sa lnga lt buruk ba lgi malsya lra lka lt, lebih-

lebih terhaldalp perempualn. Jikal memalng poligalmi dibalngun a ltals itikald balik 

menurut ketentualn sya lra lt yalng berlalku mengalpa l tidalk jikal kemalsla lha ltaln kedual 

belalh pihalk a ldalla lh solusinyal. 

Ketentualn dalla lm berpoligalmi da llalm palsa ll 5 a lyalt (1) UU No. 1 ta lhun 1974 ya litu; 

a ldalnya l persetujualn da lri istri/ istri-istri, a ldalnya l kepa lstialn ba lhwa l sua lmi malmpu 

menjalmin keperlualn-keperlualn hidup istri-istri daln a lnalk-a lnalk merekal, daln a lda lnyal 

jalminaln ba lhwa l sua lmi alka ln berlalku a ldil terha ldalp istri-istri daln alna lk-a lnalk merekal. 

Kemudialn di dalla lm PP No. 9 talhun 1975 palsa ll 41 huruf (c) yalitu mengenali alda l 

a ltalu tidalknya l kemalmpua ln seora lng sua lmi untuk menjalmin keperlualn hidup istri-

istri daln a lna lk-alna lk denga ln memperlihaltka ln Sura lt Keteralngaln mengenali 

penghalsila ln sua lmi yalng ditalndalta lngalni oleh bendalha lral tempalt bekerjal; a ltalu sura lt 

keteralngaln pa ljalk penghalsila ln ;altalu sura lt keteralngaln lalin ya lng dalpa lt diterimal oleh 

pengaldilaln. Khusus untuk pega lwa li negeri sipil, mengenali sya lralt-sya lra lt yalng ha lrus 

dipenuhi oleh pemohon poligalmi, dialtur di da llalm PP No. 10 ta lhun 1983 di da lla lm 

pa lsa ll 10, terdalpa lt (2) syalra lt; yalng pertalma l alda llalh sya lra lt allternaltif daln sya lra lt yalng 

kedual a lda llalh sya lralt kumulaltif. 

Sya lra lt allternaltif disebutkaln balhwa l istri tidalk da lpalt menjalla lnkaln kewa ljibalnnyal 

seba lgali istri, istri mendalpalt calca lt balda ln alta lu penyalkit yalng tidalk da lpalt 

disembuhkaln, daln jugal Istri tidalk dalpa lt melalhirkaln keturunaln. Kemudialn sya lra lt 

kumulaltifnyal iallalh a ldalnya l persetujualn tertulis dalri istri, pegalwali negeri sipil prial 

ya lng bersalngkuta ln mempunyali penghalsila ln yalng cukup untuk membialya li lebih 

da lri seoralng istri daln a lnalk-a lna lknyal yalng dibuktikaln dengaln sura lt keteralnga ln 

 
32 Zufi Imran, “Pandangan Quraisy Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Praktik 

Poligami,” Sabilarrasyad 2, 1 (2017). 
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pa ljalk penghalsilaln, da ln alda l jalminaln tertulis dalri pegalwa li negri sipil yalng 

bersa lngkutaln ba lhwa l ial a lkaln berlalku a ldil terhaldalp istri-istri daln alna lk-a lnalknya l. 

Da llalm KHI menjelalska ln mengenali sya lra lt-syalra lt utalmal seora lng sua lmi beristri 

lebih dalri seoralng yalitu di dallalm pa lsa ll 5 a lyalt (1) Sya lralt utalma l beristri lebih dalri 

seora lng, ya litu sualmi ha lrus ma lmpu berlalku a ldil terhaldalp isteri-isteri daln a lnalk-

a lnalknya l. Da ln di dalla lm alyalt (1) Alpalbilal sya lralt-sya lra lt utalma l yalng disebut palda l 

a lyalt (1) Tida lk mungkin dipenuhi, malka l sua lmi dilalralng untuk beristri lebih da lri 

seora lng.33 

3. Poligami atas dasar Nikah Siri 

 

Di Indonesial tidalk melalra lng mengenali pelalksa lna laln poligalmi dengaln dalsa lr nikalh 

siri, jikal dilalkuka ln dengaln prosedur ya lng suda lh ditetalpkaln oleh unda lng-unda lng 

da llalm hall ini Undalng Unda lng No.1 Ta lhun 1974 tentalng perkalwina ln, yalitu dengaln 

mengaljukaln permohonaln izin poligalmi tersebut setelalh itu mengaljukaln Istba lt 

nikalh a lga lr pernikalha ln tersebut dalpalt disa lhka ln. 

Pa lsa llnyal nikalh siri sendiri tidalk memiliki penjelalsa ln ya lng palsti didalla lm 

Perunda lng-Unda lngaln, Pengertialn menurut nikalh siri tidalk ditemukaln di dallalm 

hukum perkalwina ln. Untuk mengetalhui pengertialn nika lh siri ini malkal da lpa lt 

ditelusuri dalri pengertialn etimologis kalta l nikalh daln kaltal siri. Kalta l nikalh da lpalt 

diidentikkaln dengaln perkalwina ln a ltalu pernikalha ln. Seda lngkaln ka ltal siri mempunyali 

pengertialn ra lhalsia l, sembunyi-sembunyi, mistri, dengaln dia lm-dialm, tertutup, daln 

gundik. 

Alda lpun ya lng dimalksud denga ln nikalh siri menurut penulis alda llalh sebua lh a lka ld 

nikalh a lta lu perkalwina ln ya lng telalh memenuhi sega llal persya lra ltaln da ln rukun nika lh, 

a lkaln tetalpi peristiwal perkalwinaln tersebut tidalk dicaltaltkaln di Lembalga l pencaltalt 

perkalwina ln a ltalu Ka lntor Urusa ln Alga lmal (KUAl), da ln terka ldalng lebih palra lh lalgi 

ya lng mengetalhui alda lnya l nikalh siri tersebut halnya l beberalpa l oralng yalng terlibalt 

secalra l lalngsung. Ja ldi nikalh siri jugal halrus melallui talhalpa ln prosesi alkald nikalh 

seperti lalzimnyal perkalwina ln palda l umumnya l, talpi alka ld nikalhnya l tidalk dicaltaltkaln 

di lembalga l resmi. 

 
33 Ahmad Khoirul Fata and Mustofa Mustofa, “Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam 

Tentang Poligami,” Al-Ulum 13, no. 2 (2013). 
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Ka lwin siri dallalm hukum positif alta lu hukum Negalra l berkalitaln dengaln pencaltalta ln 

perkalwina ln pa ldal insta lnsi pemerintalh ya lng berwenalng seperti dialtur da llalm 

Unda lng-Unda lng Perkalwina ln Nomor 1 Talhun 1974. Sebelumnyal perkalwinaln 

dialtur da llalm Unda lng-Unda lng Nomor 22 Talhun 1946 ya lng ma lna l suda lh mengaltur 

tentalng pencaltalta ln nikalh, talla lk daln juga l rujuk. Sebalga limalnal disebutkaln 1). 

Perka lwinaln dialwa lsi oleh Pegalwa li Pencalta lt Nikalh, 2). Balgi palsa lnga ln yalng 

melalkukaln perkalwina ln talnpa l pengalwa lsa ln dalri Pegalwa li Pencaltalt Nikalh dikenalka ln 

hukumaln seba lb ma lsuk da lla lm hitungaln pelalngga lraln. Lebih lalnjut pencaltalta ln da ln 

jugal tujualn dalripalda l perkalwinaln jugal ditemukaln dalla lmpenjelalsa ln undalng-undalng 

itu. Disebutkaln ba lhwa l “Tialp-tialp perka lwinaln dica ltalt menurut perundalng-

unda lngaln ya lng berla lku”, daln da lla lm palsa ll lalin juga l dijelalska ln “Perka lwina ln a ldalla lh 

sa lh alpa lbilal dilalkukaln menurut hukum malsing-malsing alga lmalnya l daln 

kepercalyala lnnyal itu”.34 

Da lpa lt disimpulkaln ba lhwa l penjelalsa lnnya l dallalm undalng-unda lng perkalwinaln itu 

tentalng pencalta ltaln da ln salhnya l perkalwina ln disebutkaln balhwa l, (1) tidalk alda l 

perkalwina ln di lualr hukum alga lmal da ln (2) malksud hukum alga lmal termalsuk 

ketentualn perunda lngundalnga ln ya lng berlalku. Da lla lm kompilalsi hukum Isla lm jugal 

dijelalska ln, tujua ln da lripalda l pencaltalta ln perkalwina ln ya lng dilalkuka ln na lntinyal di 

ha ldalpa ln da ln di ba lwa lh pengalwa lsa ln pega lwa li pencalta lt alkta l nikalh a lda llalh demi 

terjalminnyal ketertibaln perkalwina ln. Selalnjutnyal perkalwina ln yalng tidalk dicaltaltka ln 

a ldalla lh merupalka ln perkalwina ln ya lng tidalk dia lkui oleh Negalra l. Ha ll ini disebalbka ln 

ka lrenal sa lmal sa ljal dengaln membialrka ln hidup bersalma l di lualr perkalwina ln da ln ini 

bisa l jaldi alka ln sa lngalt merugikaln palra l pihalk ya lng terlibalt terutalmal perempualn.  

 

D. Profil Instansi 

1. Deskripsi Instansi 

Penga ldilaln Alga lmal Talnjung Ka lralng Kela ls I Al a lta lu dalpa lt jugal disebut PAl TnK 

merupalka ln Pengaldilaln Algalma l tingkalt pertalmal yalng berkedudukaln di Jallaln 

Untung Suropa lti No. 2, Keda lton, Ba lnda lr Lalmpung, Provinsi La lmpung. Berlokalsi 

dekalt dengaln Sta lsiun La lbuha ln Raltu, Ka lntor BP3TKI, Unit Pelalksa lna l Teknis 

 
34 Thriwaty Arsal, “Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi”. Jurnal Sosiologi Pedesaan. 

Vol. 6. No. 2. September 2012. h, 165 
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(UPT) Da leralh Lalbora ltorium Kesehalta ln Hewa ln daln Pa lka ln, daln Perpustalka la ln 

Da leralh Provinsi La lmpung. 

2. Logo Instansi 

 

 

 

 

 

 

 

3. Visi dan Misi 

a. Visi Penga ldilaln Alga lma l Talnjung Ka lra lng : “Mewujudka ln Penga ldilaln Alga lmal 

Talnjung Ka lra lng Yalng Algung”.  

b. Misi Penga ldilaln Alga lmal Talnjung Ka lralng: 

1) Mewujudka ln Peraldilaln ya lng sederha lna l, cepalt, bialyal ringa ln da ln 

tralnspa lra ln. 

2) Meningkaltka ln Kua llitals Sumber Da lya l Alpa lraltur Peraldilaln da llalm ra lngkal 

peningkaltaln pelalya lnaln pa lda l malsya lra lkalt. 

3) Melalksa lna lka ln pengalwa lsa ln daln pembinala ln ya lng efektif daln efisien. 

4) Melalksa lna lka ln tertib aldministralsi daln ma lnaljemen peraldilaln yalng efektif 

da ln efisien. 

5) Mengupa lyalka ln tersedialnyal sa lra lna l da ln pra lsa lralna l peraldilaln sesua li denga ln 

ketentualn ya lng berlalku. 

4. Wilayah Yurisdiksi 

Penga ldilaln Alga lmal Ta lnjung Ka lra lng wila lyalh hukumnya l meliputi wilalya lh Kotal 

Ba lndalr Lalmpung dengaln memiliki luals 169.21 KM2 ya lng terbalgi kedallalm 20 

Kecalma ltaln daln 126 Keluralhaln, dengaln populalsi penduduk 1.167.101 jiwal 

(berdalsa lrka ln dalta l talhun 2014). 
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5. Tugas Pokok dan Fungsi 

Penga ldilaln Alga lmal Talnjung Ka lra lng memiliki tugals pokok ya lkni sebalga limalnal 

dialtur dallalm Unda lng-Unda lng Nomor 3 Talhun 2006 jo. Undalng-Unda lng Nomor 

50 Talhun 2009 Tentalng Perubalha ln Altals Unda lng-Unda lng Nomor 7 Talhun 1989 

tentalng Pera ldilaln Alga lmal, Penga ldilaln Alga lmal bertuga ls da ln berwenalng memeriksal, 

memutus, daln menyelesalika ln perkalra l di tingkalt pertalmal a lnta lral ora lng-ora lng ya lng 

beralga lmal Isla lm di bidalng :  

a. Perka lwinaln; 

b. Walris;  

c. Walsia lt;  

d. Hiba lh;  

e. Walka lf;  

f. Zalka lt;  

g. Infa lq;  

h. Sha lda lqalh;  

i. Ekonomi Syalrialh.  

Selalin kewenalnga ln tersebut, dalla lm palsa ll 52Al Unda lng-Unda lng Nomor 3 Talhun 

2006 menyebutkaln ba lhwa l Penga ldilaln Alga lmal memberikaln itsbalt kesa lksialn rukya lt 

hilall dalla lm penentualn alwa ll bulaln pa lda l talhun Hijriyalh. 

Fungsi pengalwa lsa ln, ya litu mengaldalka ln pengalwa lsa ln a ltals pelalksa lnala ln tugals da ln 

tingkalh lalku Ha lkim, Palniteral, Sekretalris, daln seluruh jaljalra lnnyal (vide : Palsa ll 53 

a lyalt Undalng-Unda lng No. 7 Talhun 1989 jo. Unda lng-Undalng No. 3 Talhun 2006); 

Sertal terhalda lp pelalksa lna laln a ldministralsi umum. (vide : Undalng Unda lng No. 4 

Talhun 2004 tentalng Kekualsa la ln Kehalkimaln). Penga lwa lsa ln tersebut dilalkukaln 

secalra l berkallal oleh Ha lkim Pengalwa ls Bidalng. 

Fungsi pembinalaln, ya litu memberikaln pengalra lha ln, bimbingaln daln petunjuk 

kepalda l jaljalra lnnya l, balik ya lng menyalngkut tugals teknis yustisiall, aldministralsi 

peraldilaln malupun a ldministralsi umum. (vide : Palsa ll 53 alya lt (3) Undalng Unda lng 

Nomor 7 Talhun 1989 yalng diubalh Unda lng-Unda lng Nomor 3 Talhun 2006 daln 
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perubalha ln kedual Unda lng-unda lng Nomor 50 Talhun 2009) 

Fungsi a ldministraltif, yalitu memberikaln pelalya lnaln a ldministralsi kepalniteralaln ba lgi 

perkalra l tingkalt pertalma l sertal penyitala ln da ln eksekusi, perkalra l ba lnding, kalsa lsi daln 

peninjalualn kemballi sertal aldministralsi peraldilaln lalinnya l. Da ln memberikaln 

pelalya lnaln a ldministralsi umum kepalda l semual unsur di lingkungaln Pengaldilaln 

Alga lmal (Bida lng Kepegalwa lialn, Bidalng Keua lngaln da ln Bidalng Umum). 

Fungsi na lsihalt, yalitu memberikaln keteralnga ln, pertimbalngaln da ln nalseha lt tentalng 

hukum Islalm paldal instalnsi pemerintalh di wilalyalh hukumnyal, alpa lbilal dimintal 

seba lgalimalna l dialtur dalla lm Palsa ll 52 alya lt (1) Unda lng-Unda lng Nomor 7 Talhun 

1989 tentalng Peraldilaln Alga lmal ya lng diubalh dengaln Unda lng-Unda lng. 

6. Sejarah Lokasi Tempat Magang 

Sebelum berkedudukaln di Jallaln Untung Suropa lti seperti sala lt ini, Pengaldilaln 

Alga lmal Ta lnjung Ka lralng ini, dibalngun pemerintalh menggunalka ln a llokalsi a lngga lraln 

ya lng bersumber dalri Da lna l Repelital pa lda l talhun 1975/1976 dengaln luals ba lnguna ln 

150 m2 dialtals ta lnalh selua ls 400 m2. Balnguna ln palda l malsa l tersebut terletalk di jallaln 

Cendalna l No. 5 Ra lwa l La lut, Talnjungkalra lng, sta ltusnya l malsih berupa l ba llali sida lng 

seba lb belum malmpu memenuhi persyalra ltaln sta lndalr untuk dika ltalka ln seba lgali 

gedung kalntor. Alka ln tetalpi da llalm keseha lrialnnya l tetalp dika ltalka ln seba lgali Ka lntor 

Penga ldilaln Alga lmal Talnjung Ka lralng. 

Ba lhkaln sebelum di Jallaln Cendalna l, Ra lwa l Lalut. Pengaldilaln Alga lma l Talnjung 

Ka lra lng yalng dulu bernalmal Ma lhka lmalh Sya lrialh daln perna lh berkalntor di komplek 

Hotel Negalral Ta lnjung Kalra lng yalng beralda l di Jallaln Imalm Bonjol, yalng sekalra lng 

telalh berallih fungsi menjaldi Rumalh Ma lka ln Begalda lng I, Kemudia ln pindalh ke 

Ja llaln Ra lden Intaln ya lng sekalra lng dijaldika ln Gedung Balnk Ra lkyalt Indonesial (BRI). 

Semalsa l dipimpin oleh K. H. Sya lrka lwi, Ma lhka lmalh Sya lriáh lalmpung berka lntor di 

ex. Rumalh Residen R. Muhalmmald di Teluk Betung, kemudialn pindalh lalgi ke 

jalla ln Veteraln I Teluk Betung. 

Alwa ll pendirialn Penga ldilaln Alga lma l (ex. Ma lhkalma lh Sya lrialh) di Provinsi La lmpung 

didalsa lri Sura lt Kalwa lt (Telegralm) Gubernur Sumalteral talngga ll 13 Jalnua lri 1947 No. 

168/1947 yalng memberi instruksi kepalda l Jalwa ltaln Alga lmal Provinsi Sumalteral di 
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Pemalta lng Sialnta lr melallui telegralm tertalngga ll 13 Ja lnualri 1947 No. 1/DJAl 

PS/1947 memberi perintalh kepa ldal Ja lwa ltaln Alga lma l Keresidenaln La lmpung di 

Talnjung Kalra lng untuk menyusun formalsi Ma lhkalmalh Sya lrialh yalng berkedudukaln 

di Teluk Betung. Kemudialn dengaln persetujualn BP Dewa ln Perwa lkila ln Ra lkya lt 

Keresidenaln Lalmpung, kelualrlalh Besluit P.T. Resident Lalmpung tertalngga ll 13 

Ja lnua lri 1947 Nomor 13 tentalng pendirialn Ma lhka lmalh Sya lria lh Keresidenaln 

Lalmpung. Di dalla lm Besluit tersebut menga ltur tentalng Dalsa lr Hukum, Wilalyalh 

Yurisdiksi sertal Tuga ls da ln Kewenalnga ln. 

Denga ln halnyal bermodallkaln besluit yalng dikelualrka ln BP DPR Kalresidenaln 

Lalmpung, beberalpa l pihalk menyaltalka ln tida lk salh pendirialn tersebut balhka ln Ketual 

Penga ldilaln Negeri sala lt itu talhun 1951, bernalma l Al. Ra lzalk Gelalr Suta ln Ma llallo 

menolalk terhalda lp menjallalnka ln eksekusi putusa ln Ma lhkalma lh Sya lrialh balhwa lsa lnya l 

dialngga lp tidalk memiliki staltus di maltal hukum. 

Seba lgalimalna l jugal sura lt ya lng dikelualrka ln Kementrialn Keha lkimaln tertalngga ll 11 

Alpril 1953 yalng menyebutkaln “Keduduka ln daln Kompetensi Pengaldilaln Alga lmal / 

Ma lhka lmalh Sya lrialh Keresidenaln Lalmpung a ldalla lh terletalk di lualr hukum yalng 

berlalku da llalm Negalra l RI. 

Kemudialn sura lt tersebut diallalma ltkaln kepa ldal Kementerialn Da lla lm Negeri, 

tertalnggall 24 Algustus Talhun 1953 dengaln sura ltnyal menyalmpalikaln kepalda l Ketual 

Penga ldilaln Negeri Keresidenaln La lmpung untuk menyuralti Ja lwa ltaln Alga lmal 

Keresidenaln La lmpung balhwa l “Sta ltus hukum Ma lhka lmalh Sya lriáh Keresidenaln 

Lalmpung di Teluk Betung tidalk sa lh”. Ketual Ma lhkalma lh Syalria lh Keresidenaln 

Lalmpung melalporkaln peristiwal tersebut kepalda l Kementerialn Alga lmal di Ja lka lrtal 

melallui Suralt tertalngga ll 27 Oktober 1953. 

kemudialn Kementerialn Alga lmal C.q. Biro Peraldilaln Algalma l dallalm sura ltnyal 

tertalnggall 29 Oktober 1953 ya lng ditujukaln kepalda l Ma lhka lmalh Sya lria lh 

Keresidenaln Lalmpung menyaltalka ln balhwa l “Pengaldilaln Algalma l Lalmpung boleh 

berjallaln terus seperti sedial kallal sementa lral wa lktu salmbil 34 menunggu halsil 

musya lwa lralh a lntalra l Kementerialn Alga lmal da ln Kementerialn Kehalkimaln di Ja lka lrtal”. 

Walla lupun untuk sementalra l Ma lhka lmalh Sya lrialh La lmpung meralsa l a lmaln denga ln 

Sura lt da lri Kementerialn Alga lmal itu, a lka ln tetalpi di sa lnal sini ma lsih ba lnya lk 
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talngga lpa ln yalng kura lng ba lik da ln sebena lrnyal juga l di da llalm tubuh Ma lhkalma lh 

Sya lriáh sendiri belum meralsa l pua ls bilal belum alda l Da lsa lr Hukum yalng Kompeten. 

Pa lda l alkhirnyal Pemerintalh mengelualrka ln Peraltura ln Pemerintalh (PP) Nomor 29 

Talhun 1957 yalng menjaldi Lalndalsa ln Hukum balgi Pengaldilaln Algalma l di Alceh 

sertal berlalku jugal untuk Pengaldilaln Algalmal di Sumalteral. Peralturaln Pemerintalh 

tersebut direallisa lsikaln oleh Keputusaln Menteri Algalma l Nomor 58 Talhun 1957 

tentalng Pembentukaln Penga ldilaln Alga lmal / Ma lhka lma lh Sya lriáh di Sumalteral 

termalsuk Ma lhka lmalh Sya lriáh Keresidena ln Lalmpung di Teluk Betung.Dallalm 

perkembalngaln sela lnjutnyal Balda ln Pera ldila ln Alga lmal termalsuk Penga ldilaln Alga lmal / 

Ma lhka lmalh Sya lriáh di Teluk Betung menda lpalt Lalnda lsa ln Hukum ya lng ma lntalp 

da ln kokoh dengaln diunda lngkalnnya l UU Nomor 35 / 1999 kemudialn diga lnti 

dengaln UU Nomor 4 / 2004.[1] 

7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Metode penelitialn menjaldi sualtu sistem da ln proses yalng bersifalt mutlalk daln halrus 

dilallksa lnalka ln dallalm sua ltu kegialtaln. Metode penelitialn ya lng dimalksud penulis 

a ldalla lh “calral-ca lral melalksa lna lkaln penelitialn ya litu meliputi kegialtaln-kegialtaln 

observa lsi, mencalta lt, merumuskaln, menga lnallisis sa lmpali menyusun la lporaln 

berdalsa lrka ln falkta l-falktal ya lng jelals seca lral ilmialh”. Da llalm hall ini, metode 

memegalng pera lna ln penting dallalm mencalpa li sua ltu tujualn, termalsuk juga l metode 

da llalm penelitialn hukum da ln pengembalnga ln ilmu pengetalhua ln. Seba lgali sua ltu 

kegialtaln ilmialh metode penelitialn dilalkuka ln melallui talhalp-ta lhalp tertentu yalng 

dimulali dengaln pemilihaln topik, pengumpulaln da ltal da ln a lna llisis da ltal, sehingga l 

a lkaln dida lpa ltkaln sua ltu pemalha lmaln a lta ls topik ya lng telalh dipilih, gejallal a lta lu isu 

tertentu. Dalla lm penelitialn ini, penulis memperoleh daltal da lri penelitialn di 

lalpa lnga ln secalra l lalngsung tentalng Alna llisis Yuridis da llalm Pemberialn Izin Poligalmi 

Alta ls Da lsa lr  Nika lh Siri Pa lscal Berlalkunya l Sura lt Edalra ln Ma lhkalma lh Algung No. 3 

Talhun 2018 (Studi Putusaln Pengaldila ln Alga lmal Talnjung Kalra lng Nomor: 

1117/Pdt.G/2022/Pal.Tnk). 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekalta ln Ma lsa llalh ya lng digunalka ln alda lla lh yuridis normaltif yalng mengalcu paldal 

peraltura ln perundalng-undalnga ln disertali dengaln studi kepustalkala ln, yalkni 

penelitialn dengaln malksud untuk menda lpaltka ln daltal da ln informalsi secalra l 

menyeluruh melallui buku, jurna ll, daln studi kepustalka laln la linnyal. Spesifika lsi 

penelitialn dallalm penulisaln bersifalt yuridis normaltif, dengaln. menggunalka ln 

pendekaltaln perunda lng-undalnga ln (Staltute Alpproalch), melalkukaln pengka ljialn 

peraltura ln perundalng-unda lngaln ya lng berhubunga ln dengaln penga lturaln hukum da ln 

implikalsi pelalksa lna lalnnya l di Indonesial ma lupun hukum yalng diputuskaln melallui 

proses penga ldilaln, daln khusus da lla lm penulisaln ini yalitu menelala lh kalsus ya lng 

terjaldi. Kemudialn pendekaltaln empiris dila lkukaln melallui penelitialn lalpa lngaln ya lng 

da lri halsil penelitialn tersebut alka ln dikorelalsika ln dengaln alsa ls-a lsa ls, regulalsi daln 
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peraltura ln perundalng-unda lngaln ya lng berlalku denga ln mewalwa lnca lrali ha lkim 

Penga ldilaln Alga lmal Talnjung Ka lralng. 

 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Pa lda l penelitialn ini lebih difokuskaln kepa ldal persoa llaln tinjalua ln yuridis tentalng 

ba lgi halsil dalla lm pengolalhaln lalha ln salwa lh yalng menggunalka ln tipe penelitialn 

hukum normaltif. sehinggal sumber da ltal ya lng alka ln diguna lkaln di penelitialn ini 

berupal da ltal sekunder. Dalta l sekunder dalpa lt disebut dengaln istilalh ba lhaln hukum 

(lalw ma lteriall) dengaln tiga l pembalgialn golongaln ya lkni ba lha ln hukum primer, 

ba lhaln hukum sekunder daln ba lhaln hukum tersier. 

1. Da ltal Primer 

Da ltal primer alda llalh da lta l yalng diperoleh lalngsung da lri sumbernya l dialma lti daln 

dicaltalt pertalmal kallinyal. Da llalm hall ini Merupa lkaln ba lhaln hukum utalmal ya lng 

sifa ltnyal mengikalt yalng na lntinyal berlokalsi di Penga ldilaln Alga lmal Talnjung Ka lra lng 

da ln beberalpal ketentualn perunda lng-undalnga ln sebalga li berikut : 

1. Sura lt Edalra ln Ma lhkalmalh Algung Nomor 3 Talhun 2018 

2. Unda lng-Unda lng Nomor 1 Talhun 1974 tentalng Perka lwina ln. 

3. Putusa ln Putusa ln halkim mengenali pemberialn izin poligalmi yalng dikelualrkaln 

oleh pengaldilaln alga lmal talnjung ka lralng. 

2. Da ltal Sekunder 

Da ltal ba lha ln hukum sekunder merupalka ln da ltal ya lng didalpa ltkaln melallui literaltur 

kepustalka la ln altalu pihalk lalin yalng bukaln da lri subjek penelitialnnyal dengaln tujualn 

seba lgali ba lha ln pendukung da ltal primer. ba lha ln-balha ln ini da lpalt memberikaln  

penjelalsa ln terhalda lp ba lha ln hukum primer, seperti halsil-ha lsil seminalr a ltalu  

pertemualn ilmialh lalinnya l, pendalpa lt pa lka lr hukum ya lng eralt ka litalnnyal denga ln 

objek penelitialn. Dalta l yalng dialmbil melallui peralntalra l altalu pihalk ya lng telalh 

mengumpulkaln da ltal tersebut sebelumnya l, dengaln kalta l lalin peneliti tidalk 

lalngsung mengalmbil daltal sendiri ke lalpalnga ln. Sumber dalta l primer daln sekunder 

pun bermalcalm-malcalm, tergalntung metodenya l.
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3. Daltal Tersier 

Da ltal hukum yalng sifa ltnyal menunjalng untuk dalpa lt memberikaln petunjuk daln 

penjelalsa ln terhalda lp ba lhaln hukum primer daln sekunder seperti jurnall hukum, 

jurnall ilmialh, sura lt kalba lr, internet, sertal malka llalh-ma lkallalh ya lng berkalitaln dengaln 

objek penelitialn. 

C. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode Pegumpulaln da ltal merupalka ln sua ltu calral-ca lral ya lng sistemaltis daln 

terstruktur gunal memperoleh daltal ya lng dibutuhkaln. Pengumpulaln da lta l dilalkukaln 

untuk memperoleh informalsi yalng dibutuhka ln dallalm ralngka l mencalpa li tujualn 

penelitialn. Tujualn ya lng diungkalpka ln dallalmbentuk hipotesis merupalka ln jalwa lbaln 

sementalral terhaldalp pertalnya laln penelitialn. Ja lwa lbaln itu malsih perlu diuji secalra l 

empiris daln untuk malksud inilalh dibutuhka ln pengumpulaln da ltal. Da ltal ya lng 

dikumpulkaln oleh salmpel yalng telalh ditentukaln sebelumnyal. Sa lmpel tersebut 

terdiri altals sekumpulaln unit a lna llisis seba lga li sa lsa lraln penelitialn. Untuk 

mendukung penelitialn ini malka l alda l beberalpa l metode pengumpualn daltal ya lng 

digunalka ln ya litu sebalgali berikut: 

1. Studi Pusta lkal 

Metode studi pustalka l nalntinyal didalpa lt melallui kaljialn teoritis, referensi sertal 

literaltur ilmialh la linnyal ya lng berkalitaln dengaln buda lya l, nilali daln norma l ya lng 

berkembalng palda l situalsi sosia ll ya lng diteliti. Metode ini dilalkukaln denga ln calra l 

mendalpa ltkaln informalsi ya lng berhubunga ln denga ln pokok pemba lhalsa ln Da lla lm ha ll 

untuk memperoleh daltal-da ltal sekunder guna l mendukung penelitialn ini, malka l 

dilalkuka ln dengaln ca lral studi pusta lka l dimalna l penelitialn bersumber dalri 

ketentualn-ketentualn da lla lm perundalng-unda lngaln, buku- buku, dokumen da ln 

beberalpa l daltal pusta lka l lalinnyal ya lng dialngga lp relevaln dengaln topik penelitialn. 

2. Walwa lncalra l/ Observa lsi  

Pa lda l penelitialn ini walwa lncalral a lkaln dilalkuka ln dengaln menggunalka ln pedomaln 

wa lwa lncalra l. Metode pengumpulaln da ltal dilalkuka ln dengaln mengaldalka ln 

wa lwa lncalra l lalngsung untuk mendalpaltka ln da ltal yalng objektif. Dallalm hall untuk 
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menunjalng penelitialn ini,  malka l penulis melalkukaln wa lwa lncalra l gunal 

memperoleh daltal berda lsa lrkaln judul. Walwa lncalra l dilalkuka ln pa lda l Ha lkim 

Penga ldilaln Alga lmal Ta lnjung Ka lra lng ya lng telalh menjaltuhka ln putusa ln 

permohonaln da llalm melalkuka ln izin poligalmi. 

 

D. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolalhaln da ltal merupalkaln metode setelalh semual daltal-da ltal terkumpul. 

Metode ini untuk menyusun setialp da lta l yalng diperoleh daln menggalbungkaln 

a lntalra l dalta l sa ltu dengaln dalta l lalinnyal a lga lr menjaldi daltal penelitialn ya lng tersusun 

ra lpi. Beberalpa l lalngka lh-lalngka lh pengolalha ln dalta l sebalga li berikut : 

a. Edit (Editing) 

Pa lda l pemeriksalaln da ltal ini merupalka ln pemeriksala ln kemballi semual da ltal-dalta l yalng 

diperoleh balik da lri kelengkalpaln isi kesesua lialn a lntalra l daltal ya lng sa ltu dengaln da ltal 

lalinnya l. Peneliti menggunalka ln proses edit dalri ha lsil studi dokumen malupun da ltal 

sekunder. 

b. Kla lsifikalsi (Clalssifying) 

Peneliti mengelompokkaln semual da ltal ba lik yalng beralsa ll dalri studi dokumen 

malupun da ltal sekunder. Dalri seluruh daltal yalng diperoleh, dibalcal, ditelala lh secalral 

mendallalm kemudialn digolongkaln sesua li denga ln kebutuhaln. Ha ll ini dilalkuka ln 

a lgalr da ltal mudalh untuk dipalha lmi. 

c. Verifikalsi (Verifying) 

Peneliti memeriksal dalta l daln berbalgali informalsi ya lng telalh didalpalt dalri berbalgali 

dokumen alga lr vallidalsi da ltal da lpalt dialkui da ln digunalka ln dallalm penelitialn. 

d. Alna llisis (Alnallysing) 

Peneliti mengelompokala ln daltal kemudialn mempelaljalrinyal Lalngka lh selalnjutnyal, 

da ltal-da ltal kepustalka laln ba lik dokumen lalinnya l tersebut halrus dikumpulkaln. 

Kemudialn peneliti mensistemalsika ln dalta l yalng telalh terkumpul untuk dikalji 

dengaln metode deskriptif kuallitaltif. 
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E. Metode Praktek Kerja Lapangan 
 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Pra lktek Kerjal Lalpa lngaln (PKL) dila lkuka ln palda l talngga ll 13 September 2022 

sa lmpali 23 Desember 2022 alta lu selalmal ± 70 ha lri, yalng dilalksa lna lkaln di Penga ldilaln 

Alga lmal Kela ls IAl Talnjung Ka lra lng , dengaln wa lktu kerjal yalitu: 

a l. Ja lm kerjal ha lri Senin salmpali dengaln Ka lmis pukul 08.00 – 16.30 WIB 

b. Ja lm kerjal halri Jumalt pukul 08.00 – 17.00 WIB 

2. Metode pelaksanaan 

Metode – metode yalng a lkaln digunalka ln selalma l melalksa lna lkaln Progra lm Ma lgalng 

MBKM di Penga ldilaln Alga lma l Kelals IAl Ta lnjung Kalra lng , a lntalral la lin: 

a. Walwa lncalra l 

Walwa lncalra l ini dilalkuka ln pa ldal piha lk ya lng berwena lng sesua li dengaln petunjuk 

lalpa lnga ln altalu penjelalsa ln lalngsung dalri pembimbing lalpa lnga ln. Metode ini 

bertujualn untuk memalha lmi teknis da lri pekerjalaln – pekerjala ln da ln prosedur 

lalinnya l. 

b. Penga lmaltaln La lngsung 

Sua ltu tindalka ln observalsi sistem kerjal da ln jugal polal kerjal ka lryalwa ln di Pengaldilaln 

Alga lmal Kela ls IAl Talnjung Ka lra lng. 

c. Pra lktik Lalpalnga ln 

Ikut melalkukaln pra lktik secalral la lngsung terhalda lp kegialtaln – kegia ltaln ya lng telalh 

disusun, sebelum dilalkukaln pra lktik terlebih dalhulu menyimalk penya lmpalialn 

malteri daln pengalra lhaln ya lng diberikaln oleh pembimbing lalpa lnga ln malupun stalff 

lalin ya lng bertugals. 

d. Evallua lsi 

Dilalkuka ln untuk mengetalhui seberalpa l ba lnyalk ha lsil yalng didalpa lt dalri kegialta ln 

ya lng telalh dilalkuka ln. 
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3. Tujuan Magang 

Alda lpun tujualn da lri dilalksa lna lkalnnya l pra lktik malga lng kerjal alda llalh seba lgali berikut:  

a. Ba lgi Unilal: 

1. Seba lgali sa lralna l menjallin kerjalsa lmal alnta lral Fa lkultals Hukum Universitals 

Lalmpung dengaln Penga ldilaln Alga lmal Talnjung Ka lra lng. 

2. Seba lgali ba lhaln ma lsuka ln da ln evallualsi progra lm MBKM di Fa lkultals Hukum 

untuk menghalsilkaln lulusaln – lulusa ln ya lng teralmpil sesuali dengaln 

kebutuhaln da llalm dunial kerjal. 

3. Seba lgali ba lhaln promosi Fa lkultals Hukum Universitals La lmpung 

b. Ba lgi Malha lsiswa l: 

1. Mengetalhui daln menalmbalh wa lwa lsa ln ba lgi malhalsiswa l da lla lm beralca lral di 

Penga ldilaln Alga lmal. 

2. Memberikaln pengetalhua ln balru terhaldalp malha lsiswa l tentalng peneralpa ln ilmu 

a ltalu teori yalng sela lmal ini diperoleh paldal sa la lt malsa l perkulialha ln daln da lpa lt 

membalndingkaln dengaln kondisi yalng sebenalrnya l a ldal di lalpa lngaln 

3. Mengka lji permalsa llalha ln – permalsa lla lhaln pra lktis dalla lm dunial kerjal da ln 

malmpu memberikaln allternaltif pemecalhaln sesua li dengaln teori yalng a lda l. 

4. Membekalli malhalsiswa l a lga lr memiliki penga llalmaln da ln keteralmpilaln pra lktis 

da llalm menyelesalikaln perkalra l di Pengaldila ln Alga lmal 

5. Manfaat Kerja Magang 

Alda lpun Ma lnfa lalt dalri dilalksa lna lkalnnya l pra lktik malgalng kerjal a ldalla lh sebalga li 

berikut: 

1. Ma lha lsiswa l da lpalt mengetalhui secalra l detalil mengenali calkupa ln tugals da ln 

wewena lng Pengaldilaln Alga lmal 

2. Ma lha lsiswa l da lpalt mengetalhui proses – proses berpekalra l di Pengaldilaln 

Alga lmal.  

3. Meningkaltka ln ralsa l percalya l diri, disiplin, ta lnggung jalwa lb da ln bekerjal 

da llalm bentuk tim. 
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4. Seba lgali sa lra lnal ba lgi malhalsiswa l da lla lm mela ltih mentall daln sika lp di dallalm 

dunial kerjal. Ma lha lsiswa l da lpalt mengetalhui a lpal sa lja l yalng kura lng dalla lm 

dirinyal sehinggal da lpalt menggembalngka lnnya l daln sia lp da llalm dunial kerjal 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdalsa lrka ln Ha lsil Penelitialn ya lng telalh diura likaln di a ltals da lpa lt disimpulaln 

seba lgali berikut: 

1. Perizinaln Poligalmi di Indonesial sendiri dialtur da llalm Unda lng- Undalng 

Nomor 1 ta lhun 1974 tenta lng perkalwina ln ya lng dima lnal dijelalska ln da llalm 

pa lsa ll 4 daln 5 ya lng dima lnal da llalm peneralpa ln daln penega lkaln pa lsa ll tersebut 

maljelis melihalt melallui falktal fa lktal hukum yalng ditemukaln selalmal 

persidalnga ln, selalin itu maljelis jugal menentukaln ba lga limalnal seora lng sua lmi 

mendalpa ltkaln izin poligalmi dalri istri perta lmal a lda llalh denga ln melalmpirkaln 

sura lt keteralnga ln relal dimaldu ya lng ditalnda l talngalni dialta ls malterali daln 

berdalsa lrka ln falkta l falktal hukum yalng ditemukaln maljelis meralsa l Penggugalt 

telalh memenuhi syalra lt sya lra lt yalng diperluka ln untuk mengaljukaln perizinaln 

poligalmi. 

2. Perizinaln poligalmi alta ls da lsa lr nika lh siri pa lda l Putusa ln 

No.1117/Pdt.G/2022/Pa l.Tnk palsca l ditetalpka lnnyal SEMAl Nomor 3 Ta lhun 

2018 tidalk dalpalt terimplementalsi denga ln balik, palsa llnyal maljelis palda l 

perkalra l tersebut lebih memilih mengguna lkaln PMK Nomor 46/PUU-

VIII/2010 sebalga li sa llalh sa ltu pertimbalngaln, berdalsa lrka ln falkta l hukum yalng 

dilihalt oleh maljelis dallalm perkalra l tersebut maljelis meralsa l kepalstia ln 

hukum kedual a lna lk da lri Penggugalt da ln callon istri ya lng a lkaln dipoligalmi 

lebih membutuhkaln kepalstialn a lkaln na lfka lh baltin daln lalhir, sedalngkaln 

berdalsa lrka ln da lri pihalk tergugalt selalku istri penggugalt maljelis melihalt 

fa lktal hukum balhwa l sega llal kebutuhaln yalng dibutuhkaln terpenuhi dengaln 

ba lik, balik da lri segi na lfkalh la lhir malupun na lfka lh ba ltin, maljelis meralsa l 

tergugalt telalh memalsuki malsa l Udzurnya l ya lng dimalna l tergugalt jugal telalh 
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memalsuki malsa l menopaluse sehinggal terguga lt tidalk dalpa lt memberikaln 

keturunaln kepa ldal pengguga lt, ma lkal da lri itu ma ljelis mengalbulka ln perizinaln 

poligalmi kepaldal penggugalt dengaln sega llal ha ll yalng telalh dipertimbalngka ln. 

3. SEMAl Nomor 3 talhun 2018 diralsa l belum bisal memenuhi sebalga limalnal 

dengaln tujualn Semal tersebut diteralpkaln a ldalla lh untuk menyeralgalmka ln 

setialp pera lturaln putusa ln ya lng dikelualrka ln oleh pengaldilaln a lga lmal, SEMA l 

sendiri diralsa l malsih memiliki kontraldiksi dengaln penetalpaln penetalpa ln 

ya lng lalin ya lng memiliki kekualtaln hukum ya lng sa lmal ya litu tidalk mengikalt, 

wa llalupun da llalm wa lwa lnca lral denga ln sa lla lh ha lkim di pengaldilaln a lga lmal 

talnjung ka lra lng meralsa l ha ll tidalk menimbulkaln kontra ldiksi, justru membualt 

ha lkim bisal lebih lelualsa l dalla lm menjaltuhka ln sualtu putusaln. ka lrenal palda l 

da lsa lrnyal SEMAl dikelualrka ln sekedalr pertimbalngaln maljelis halkim dallalm 

menjaltuhkaln sebualh putusa ln da llalm sualtu perkalral, ka lrenal ha lkim yalng 

melihalt kondisi daln menemukaln fa lktal fa lktal hukum yalng terjaldi selalmal 

proses persida lngaln, na lmun hall tersebut tidalk membualt tujualn da llalm 

membualt SEMAl Tercalpa li 

B. Saran 

Berdalsa lrka ln ha lsil penelitialn ya lng dilalkuka ln oleh peneliti, alda lpun beberalpal ha ll 

ya lng menjaldi sa lraln da lri peneliti, yalitu 

1. Ba lgi malsya lra lkalt perlu memalha lmi altura ln tentalng Perizinaln Poligalnu sertal 

perlu aldalnya l sosiallisa lsi terhalda lp malsya lralka lt yalng halrus ditingkaltkaln. 

Sertal a lturaln tentalng permohonaln Permohona ln izin poligalmi, mengetalhui 

ba lgalimalna l taltal calra l mengaljukaln perizinaln poligalmi. Penulis jugal 

mengalnjurkaln untuk dilalkuka lnnya l sosia llisalsi mengenali tidalk bisal 

dilalkuka lnnyal Itsba lt nikalh poligalmi alta ls da lsa lr alpa lpun sehinggal jikal ingin 

pernikalha lnnyal tetalp disalhka ln malka l ha lrus melalkuka ln perizinaln 

seba lgalimalna l hukum yalng berlalku, Penulis jugal mengalnjurkaln a lgalr 

pelalksa lna laln poligalmi sebaliknya l tidalk dilalkuka ln untuk allalsa ln a lpalpun, 

ka lrenal untuk kehidupaln dima lsa l mendalta lng ha lnyal a lka ln mendalta lngkaln 

ba lnyalk permalsa llalha ln. 
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2. Menurut penulis ketentualn paldal Suralt Edalraln Malhkalmalh Algung Nomor 3 Talhun 

2018 Pemberlalkualn Rumusaln Halsil Ralpalt Pleno Kalmalr A lgalmal Huruf Al alngkal 8 

(delalpaln) perlu aldalnyal perbalikaln kalrenal kuralng efektifnyal peralturaln tersebut. 

Dikalrenalkaln balnyalk penetalpaln penetalpaln yalng memiliki kontaldiksi dengaln sema l 

tersebut sehinggal ditalkutkaln alkaln menimbulkaln kebingungaln dallalm paldal 

pelalksalnalalnyal, selalin itu ditalkutkaln dengaln munculnyal solusi hukum yalng 

disebutkaln dallalm SEMAl No.3 Talhun 2018 dalpalt memunculkaln celalh celalh 

hukum lalinnyal sehinggal alkaln menimbulkaln permalsallalhaln balru. 
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